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ABSTRAK 

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DAN 

PERLINDUNGAN GEOPARK MERANGIN JAMBI  

Oleh 

Toni Roma Dona 

 

Penelitian ini mengkaji benturan kepentingan antara aktivitas Penambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI) dan upaya pengembangan destinasi wisata di kawasan Geopark 

Merangin yang berdampak pada fungsi konservasi. Meskipun pengembangan 

wisata berkelanjutan merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Pengembangan Geopark, implementasinya menghadapi tantangan 

dalam menyeimbangkan antara fungsi konservasi dan fungsi ekonomi. Penelitian 

ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pendekatan Collaborative Governance 

dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan serta menganalisis 

dampaknya terhadap keberlanjutan kawasan Geopark Merangin. Pendekatan 

Collaborative Governance dari Ansell dan Gash serta pendekatan pembangunan 

berkelanjutan dari Kates et al. digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 

wawancara mendalam kepada 10 informan kunci, serta observasi dan dokumentasi 

sebagai data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Geopark 

Merangin berhasil dalam menerapkan tata kelola kolaborasi yang baik, walaupun 

belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan terlihat pada dimensi 1). Kondisi awal 

dan 2). Kepemimpinan fasilitatif, yang mampu membangun kepercayaan dan 

komunikasi antarpihak. Dimensi 3). Desain kelembagaan, menunjukkan beberapa 

kelemahan karena, a. Belum ideal dari segi struktur kelembagaan dan pendanaan, 

b. Kelembagaan ini masih didominasi oleh unsur pemerintah, c. Belum didukung 

regulasi yang kuat untuk mendukung upaya perlindungan kawasan, khususnya 

dalam menghadapi aktivitas PETI. 4). Proses kolaboratif, menunjukkan 

keberhasilan dalam membangun komitmen bersama dan mendorong program-

program pengelolaan bersama dalam aspek a. Permberdayaan Masyarakat, b. Riset 

dan Penelitian, c. Konservasi kawasan, dan d. Pengembangan wisata berkelanjutan. 

Dari sisi dampak, kolaborasi memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan 

kawasan. Dimensi 1). Alam, menunjukkan upaya yang koservasi yang baik, 

meskipun masih menghadapi tantangan dalam pengendalian penambangan emas 

tanpa izin dan konflik kepentingan antara fungsi konservasi dan ekonomi. 

Sementara itu, dimensi 2). Penunjang kehidupan, dan dimensi 3). Masyarakat, 

menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, peningkatan jumlah 

wisatawan, serta penguatan kapasitas dan ekonomi masyarakat lokal. 

 

Kata Kunci: Collaborative Governance, Geopark Merangin, Pembangunan 

 Berkelanjutan, Destinasi Wisata. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT AND 

PROTECTION OF MERANGIN JAMBI GEOPARK 

By 

Toni Roma Dona 

 

This study examines the conflict of interest between illegal gold mining 

activities (PETI) and the development of tourism destinations in the Merangin 

Geopark area, which has implications for its conservation function. Although the 

development of sustainable tourism is mandated by Presidential Regulation No. 

9 of 2019 on Geopark Development, its implementation faces challenges in 

balancing conservation objectives with economic functions. The study aims to 

describe the application of the Collaborative Governance approach in 

developing sustainable tourism destinations and to analyze its impact on the 

sustainability of the Merangin Geopark area. The Collaborative Governance 

model by Ansell and Gash, along with the sustainable development framework 

by Kates et al., is employed to address the research problem. This qualitative 

research utilizes in-depth interviews with 10 key informants, supported by 

observation and document analysis as secondary data sources. The findings 

reveal that collaboration in Merangin Geopark has been successfully 

implemented in establishing sound collaborative governance, although not yet 

fully optimal. Success is observed in two key dimensions: (1) starting conditions 

and (2) facilitative leadership, both of which foster trust and communication 

among stakeholders. However, the (3) institutional design dimension shows 

several weaknesses: (a) suboptimal institutional structure and funding, (b) 

government dominance, and (c) the absence of strong regulatory support, 

particularly in addressing illegal mining. The (4) collaborative process 

dimension demonstrates success in building shared commitments and promoting 

joint management programs in the areas of (a) community empowerment, (b) 

research and development, (c) environmental conservation, and (d) sustainable 

tourism development. In terms of impact, collaboration contributes positively to 

regional sustainability. The (1) environmental dimension reflects strong 

conservation efforts, despite challenges related to illegal mining and conflicting 

conservation-economic interests. The (2) life support system and (3) community 

dimensions show sustainable resource utilization, increased tourism visits, and 

strengthened local capacity and economy. 

Keywords: Collaborative Governance, Merangin Geopark, Sustainable 

Development, Tourism Destination. 
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MOTTO  

 

“Kehidupan yang bermakna adalah ketika pengetahuan digunakan tidak 

hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk menjaga alam dan 

memberi manfaat untuk sesama”. 

 

“Ilmu adalah cahaya yang Allah tanamkan di hati hamba-Nya, dan dengan itu 

ia melihat kebenaran”. 

-Imam Ibnul Qayyim. 

 

رَةَ  الدَّارَ  اٰللّه  اٰتٰىكَ  ف يْمَا   وَابْتغَ   خ  يْبَكَ  تنَْسَ  وَلَْ  الْْٰ نَ  نَص  نْيَا م  نْ  الدُّ كَمَا    وَاحَْس   

بُّ  لَْ   اٰللَّ   ا نَّ  الْْرَْض    ف ى الْفَسَادَ  تبَْغ    وَلَْ  ا لَيْكَ  اٰللّه  احَْسَنَ  يْنَ  يهح  د  فْس  الْمه  

 

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu 

dari (kenikmatan) dunia, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan." 

(QS. Al-Qashash: 77) 

 

نْسَانَ  عَلَّمَ  يعَْلمَْ   لمَْ  مَا الْْ   

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

(QS. Al-‘Alaq: 5) 
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Geopark : Kawasan yang memiliki nilai geologi, biologis, dan 

budaya yang luar biasa, yang dikelola dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

BP Geopark : Lembaga yang dibentuk untuk bertanggung jawab 

dalam mengelola dan mengembangkan sebuah 

kawasan geopark. 

UNESCO Global 

Geopark (UGGp) 

: Pengakuan internasional dari UNESCO untuk geopark 

yang menunjukkan manajemen berkelanjutan atas 

warisan geologi. 

Geoheritage (Warisan 

Geologi) 

: Keragaman geologi bernilai tinggi karena keunikan, 

kelangkaan, dan nilai ilmiahnya. 

Collaborative 

Governance 

: Pendekatan tata kelola publik yang melibatkan aktor 

pemerintah dan non-pemerintah dalam proses 

pengambilan keputusan kolektif secara partisipatif, 

deliberatif, dan berbasis consensus. 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

: Upaya terpadu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 

mengorbankan generasi mendatang (ekonomi, sosial, 

lingkungan). 

Geotourism : Bentuk pariwisata berkelanjutan yang 

mempromosikan warisan geologi dan budaya lokal 

sambil menjaga kelestarian alam. 

Destination Linkage : Konsep yang menghubungkan berbagai aspek dalam 

sebuah destinasi (seperti wisata, ekonomi, budaya, dll) 

untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan 

pengalaman bagi pengunjung. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang 

hingga Merauke memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Wilayahnya 

terletak di sepanjang Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), sebuah kawasan yang 

dikenal sebagai salah satu jalur seismik dan vulkanik paling aktif di dunia 

(Setiawan dkk., 2022:669). Kawasan Cincin Api Pasifik membentang 

sepanjang 25.000 mil dan mencakup sekitar 450 gunung api aktif. Hal ini 

berakibat pada rawannya daerah-daerah di Indonesia mengalami gempa. Secara 

tidak langsung keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki wilayah yang subur 

yang didukung oleh iklim yang tropis.  

Gunung-gunung api yang tersebar di sepanjang kepulauan Indonesia telah 

meninggalkan jejak geologi yang unik di berbagai wilayah, yang kemudian 

dikenal sebagai warisan geologi. Merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2021, warisan geologi 

(geoheritage) merupakan bagian dari keragaman geologi (geodiversity) yang 

memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena merekam proses geologi yang 

pernah atau sedang terjadi di bumi. Keunikan ini didasarkan pada nilai ilmiah 

yang tinggi, kelangkaan, keunikan, serta keindahannya, sehingga memiliki 

manfaat besar untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.  

Warisan geologi merupakan aset berharga yang harus dilestarikan untuk 

mendukung edukasi dan riset di masa depan. Menurut Jaya dkk. (2023:2), 

keberadaan objek warisan geologi memiliki potensi besar untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan, mulai dari penelitian, pengembangan ilmu kebumian, 

hingga pendidikan dan pelestariannya sebagai rekaman sejarah bumi. Selain itu, 

melalui pengembangan geotourism serta berbagai bentuk pariwisata 

berkelanjutan lainnya. Warisan geologi tidak hanya berkontribusi pada 
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pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan nilai sosial 

dan ekonomi di tingkat lokal, regional, hingga nasional. 

Menurut Brilha dkk. (2016:130), penetapan dan pengembangan warisan geologi 

atau geoheritage sebagai kawasan wisata dapat menimbulkan risiko degradasi 

lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Peningkatan jumlah 

wisatawan, pembangunan infrastruktur, serta eksploitasi sumber daya di sekitar 

kawasan berpotensi merusak warisan geologi yang seharusnya dilestarikan. 

Pendekatan  berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan menjadi faktor kunci 

dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung kesejahteraan 

masyarakat setempat (Angela, 2023:85). Strategi ini mencakup penerapan 

regulasi ketat, pengawasan aktivitas wisata, serta edukasi lingkungan bagi 

masyarakat dan wisatawan guna memastikan bahwa pengembangan pariwisata 

tidak mengorbankan kelestarian geoheritage. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, termasuk 

kawasan dengan nilai geologi, biologi, dan budaya yang tinggi. Undang-undang 

ini mencakup prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat 

dalam melestarikan sumber daya alam. Salah satu konsep perlindungan yang 

lahir dari upaya konservasi lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan 

adalah konsep Taman Bumi atau Geopark. Menurut United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization atau yang lebih dikenal 

dengan UNESCO (dalam Rahmasari dan Parameswari, 2020:184), Geopark 

adalah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka yang melibatkan 

masyarakat setempat dalam pelestarian dan pengembangan warisan alam, 

termasuk nilai ekologi, arkeologi, dan budaya.  

Zouros (2004:165) menegaskan bahwa Geopark merupakan kawasan yang 

memiliki warisan geologi bernilai tinggi dan diakui secara global, di mana nilai-

nilai tersebut tidak hanya dijaga kelestariannya, tetapi juga dimanfaatkan untuk 

kepentingan konservasi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. 

Sementara itu, Eder dan Patzak (2004:162) menekankan bahwa Geopark harus 
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berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya perlindungan dan pemanfaatan warisan geologi secara 

berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan Geopark harus mencerminkan 

keseimbangan antara pelestarian alam dan pemanfaatannya yang bertanggung 

jawab, sehingga tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal 

secara berkelanjutan. 

Konsep geopark pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an dan diterapkan 

di empat kawasan di Eropa, yaitu Haute Provence Geopark (Prancis), 

Maestrazgo/Terruel Geopark (Spanyol), Lesvos Island Geopark (Yunani), dan 

Vulkaneifel Geopark (Jerman). Geopark merupakan bagian dari program 

UNESCO yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan alam melalui 

pendekatan konservasi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Di 

Indonesia, konsep geopark mulai diperkenalkan sekitar tahun 2008 

(geoparksnetwork.id, 2024), dan sejak itu mengalami perkembangan pesat. 

Geopark Batur di Bali menjadi geopark pertama di Indonesia yang memperoleh 

pengakuan dari UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2012, 

yang sebelumnya disebut Geopark Global dan berganti nama menjadi Geopark 

Global UNESCO (UGGp) pada 2015. Keberhasilan ini mendorong 

pengembangan geopark lainnya di Indonesia, termasuk penetapan Geopark 

Nasional Merangin di Provinsi Jambi pada tahun 2013 dan Geopark Nasional 

Toba di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014. Upaya ini menunjukkan 

komitmen Indonesia dalam melestarikan warisan geologi sekaligus mendorong 

pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah. 

Konsep geopark memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep 

konservasi alam lainnya, seperti taman nasional atau cagar alam. Berdasarkan 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2019, geopark dikembangkan dengan 

mengusung tiga fungsi utama, yaitu sebagai kawasan konservasi, edukasi, dan 

ekonomi. Sebagai kawasan konservasi, geopark berperan dalam melindungi 

warisan geologi, biodiversitas, serta budaya setempat agar tetap lestari. Dalam 

fungsi edukasi, geopark menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat, 
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akademisi, dan wisatawan untuk memahami proses geologi serta pentingnya 

pelestarian lingkungan. Sementara itu, dari sisi ekonomi, geopark diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengembangan pariwisata 

berbasis geotourism serta pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan, 

sehingga keseimbangan antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan 

dapat tercapai. 

Menurut catatan Kemenparekraf (2024), terdapat 12 kawasan Geopark yang 

berstatus diakui oleh UNESCO melalui badan UNESCO Global Geopark 

(UGGp). Jumlah ini merupakan pencapaian yang luar biasa dimana dari 20 

Geopark nasional, 12 diantaranya sudah diakui UNESCO.  Pengakuan ini 

mencerminkan pencapaian luar biasa dalam upaya konservasi dan pengelolaan 

Geopark di Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya peran Geopark dalam 

mempromosikan warisan geologi, ekologi, dan budaya secara global.  

Tabel 1. Persebaran Taman Bumi atau Geopark di Indonesia tahun 2024. 

No. Nama Geopark Lokasi Status 

1 Geopark Batur South Batur, Kintamani, Bangli 

Regency, Bali  

Geopark Global 

UNESCO 

2 Geopark Gunung 

Sewu 

Kabupaten Gunung Kidul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta  

Geopark Global 

UNESCO 

3 Geopark Ciletuh 

Palabuhanratu 

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat  Geopark Global 

UNESCO 

4 Geopark Rinjani-

Lombok 

Kabupaten Lombok Timur, Nusa 

Tenggara Barat 

Geopark Global 

UNESCO 

5 Geopark Kaldera 

Toba 

Kabupaten Samosir, Sumatera Utara  Geopark Global 

UNESCO 

6 Geopark Belitong Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka 

Belitung 

Geopark Global 

UNESCO 

7 Geopark Ijen Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur  Geopark Global 

UNESCO 

8 Geopark Maros 

Pangkep 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan  Geopark Global 

UNESCO 

9 Geopark Merangin 

Jambi 

Kabupaten Merangin, Jambi Geopark Global 

UNESCO 

    10 Geopark Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Geopark Global 

UNESCO 

     11 Geopark Nasional 

Meratus 

Kalimantan Selatan Geopark Global 

UNESCO 

     12 Geopark Nasional 

Kebumen 

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Geopark Global 

UNESCO 

     13 Geopark Nasional 

Natuna 

Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Geopark Nasional  

     14 Geopark Nasional 

Ngarai Sianok 

Kabupaten Agam, Sumatera Barat Geopark Nasional  

     15 Geopark Nasional 

Sawahlunto 

Kota Sawahlunto, Sumatera Barat Geopark Nasional  
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No. Nama Geopark Lokasi Status 

    16 Geopark Nasional 

Ranah Minang 

Silokek 

Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat  Geopark Nasional  

     17 Geopark Nasional 

Pongkor 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat Geopark Nasional  

     18 Geopark Nasional 

Bojonegoro 

Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Geopark Nasional  

     19 Geopark Nasional 

Tambora 

Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 

(NTB) 

Geopark Nasional  

     20 Geopark Nasional 

Ujung Kulon 

Taman Nasional Ujung Kulon, 

Kabupaten Pandeglang, Banten 

Geopark Nasional  

Sumber: geoparksnetwork.id, (2024). 

Geopark Merangin Jambi atau biasa disebut Geopark Merangin merupakan satu 

dari 12 Geopark di Indonesia yang termasuk status UNESCO Global Geopark 

(UGGp). Berdasarkan laporan Badan Pengelola Geopark Merangin (2024), 

kawasan ini dikenal karena keunikannya warisan geologi yang luar biasa 

terutama dalam kaitannya dengan penemuan fosil flora yang berusia lebih dari 

300 juta tahun. Penelitian Jufrida dkk. (2018:83) mengungkapkan bahwa fosil-

fosil ini berasal dari periode Permian Awal (Paleozoikum) yang ditemukan di 

Sungai Merangin dengan lapisan batuan setebal 500 meter. Warisan ini setara 

hanya dengan temuan fosil flora karbon di Jerman (Rhineland), Skotlandia, dan 

sebagian Rusia. Dan tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Ini menjadikan 

warisan geologi yang ada di Geopark Merangin sebagai salah satu fosil flora 

terbaik dan terlengkap di dunia.  

Warisan geologi ini didukung dengan kekayaan flora dan fauna yang ada 

didalamnya. Sebagian dari kawasan ini merupakan warisan hutan hujan tropis 

Sumatera yang memiliki 4000 spesies flora langka salah satunya adalah Padma 

Raksasa (Rafflesia Arnoldi). Fauna yang ada didalamnya pun tidak kalah 

beragam, dimana terdapat 372 spesies fauna (Harimau Sumatera, Beruang 

Madu, Siamang dan Burung Kuau). Catatan DLH Kab. Merangin (2023) 

menunjukkan bahwa kawasan ini mendukung adanya 320 spesies Ikan air tawar 

yang tersebar sepanjang aliran Sungai-suangai besar di Kawasan Kab. Merangin. 

Kekayaan dan nilai kawasan Geopark Merangin ini menjadikan kawasan ini 

dilindungi dan diakui melalui SK Kepala Badan Geologi No. 

130.K/04/BGL/2012 serta diakui sebagai Geopark Nasional pada tahun 2013. 
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Sejak saat itu, kawasan ini dirancang untuk menuju pengakuan sebagai Geopark 

Global oleh UNESCO.  

Perjalanan menuju status Geopark Global UNESCO membutuhkan banyak 

upaya, pemerintah daerah dihadapkan pada kenyataan terbatasnya kapasitas 

untuk mengelola kawasan seluas lebih dari 4.800 km², yang mencakup lebih dari 

62% wilayah administratif Kabupaten Merangin. Keterbatasan ini meliputi 

anggaran, SDM, kewenangan, banyaknya pihak yang terlibat hingga jangkauan 

kawasan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) 

Kabupaten Merangin No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Taman Bumi, yang secara tegas menginisiasi kerangka kerja kolaboratif dalam 

pengelolaan geopark. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari model 

pengelolaan yang bersifat top-down menuju pendekatan collaborative 

governance, yang menekankan peran aktif semua aktor baik pemerintah, 

masyarakat lokal, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas lokal dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Muhajir (2019:1), regulasi yang komprehensif ini tidak 

hanya memperkuat kedudukan hukum Geopark, tetapi juga memastikan bahwa 

pengelolaan kawasan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. 

Pendekatan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 

Tahun 2019 tentang Pengembangan Geopark, yang secara eksplisit menekankan 

pentingnya keterlibatan multipihak dalam membangun sistem pengelolaan yang 

terintegrasi antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan tata 

kelola geopark di Indonesia, khususnya fragmentasi kelembagaan dan sektoral 

yang selama ini menghambat efektivitas pengelolaan Geopark di Indonesia. Isu 

fragmentasi dalam pengelolaan Geopark mencerminkan tidak adanya koordinasi 

yang terpusat dan lintas sektor antara berbagai kementerian dan lembaga terkait 

seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah. 

Masing-masing sektor cenderung menjalankan kebijakan berdasarkan 

kepentingannya sendiri tanpa sinergi yang memadai, sehingga menciptakan 
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tumpang tindih program, duplikasi kewenangan, serta inkonsistensi dalam 

pencapaian tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan. 

Keterlibatan aktor non-negara seperti komunitas lokal, universitas, dan pelaku 

usaha pariwisata seringkali sudah berjalan secara organik dan partisipatif di 

lapangan. Namun, keterlibatan tersebut belum diakomodasi secara formal dalam 

kerangka hukum yang mengikat dan belum menjadi bagian dari sistem 

pengambilan keputusan yang terstruktur. Hal ini memperlebar jurang koordinasi 

antara negara dan non-negara dalam pengelolaan kawasan Geopark. Perpres No. 

9 Tahun 2019 hadir untuk menjawab isu tersebut dengan mendorong 

pembentukan sistem kolaboratif yang menempatkan sinergi antara pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar inisiatif 

sukarela. Dalam konteks ini pendekatan collaborative governance menjadi 

strategi utama untuk menjembatani fragmentasi tersebut melalui pembentukan 

ruang dialog dan kerja sama yang inklusif. 

Emerson dan Nabatchi (dalam Noor dkk., 2022:52) menjelaskan bahwa 

collaborative governance merupakan suatu praktik tata kelola publik yang 

terstruktur, di mana aktor pemerintah dan non-pemerintah bekerja secara 

bersama dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam konteks Geopark Merangin, pendekatan ini tidak hanya bersifat 

konseptual, tetapi telah diwujudkan secara kelembagaan melalui pembentukan 

Badan Pengelola Geopark Merangin (BP Geopark Merangin) oleh Pemerintah 

Daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah koordinatif untuk 

mengintegrasikan berbagai kepentingan dan inisiatif dari lintas sektor, serta 

menjadi platform resmi dalam penerapan kolaborasi antar-stakeholder. 

Lembaga ini berfungsi sebagai forum koordinatif untuk mengintegrasikan 

berbagai inisiatif dan kepentingan lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah, 

akademisi, masyarakat, hingga pelaku usaha. Pembentukan BP Geopark 

Merangin selaras dengan pernyataan Ansell dan Gash (2007:545), yang 

menegaskan bahwa salah satu ciri esensial collaborative governance adalah 

terbentuknya institusi atau forum kolaboratif yang diprakarsai oleh negara untuk 
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mengakomodasi partisipasi aktor non-negara yang terlibat. Lembaga ini menjadi 

manifestasi konkret dari tata kelola kolaboratif, yang tidak hanya bersifat 

konsultatif tetapi juga operasional dalam menjalankan fungsi pelestarian, 

edukasi, pemberdayaan, dan pengembangan kawasan geopark secara 

berkelanjutan. 

Penguatan kerangka hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan Geopark 

Merangin semakin menunjukkan urgensi kolaborasi sebagai prinsip dasar dalam 

mewujudkan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana 

ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 

yang menyatakan bahwa kolaborasi merupakan bagian penting dari upaya 

perlindungan dan pengelolaan kawasan geopark. Lebih lanjut, pengaturan di 

tingkat nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Pengembangan Geopark, khususnya Pasal 4 ayat (3), menekankan bahwa 

pengembangan geopark harus mengutamakan destinasi pariwisata. Namun 

demikian, pendekatan ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek ekonomi 

semata, melainkan harus terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs). Artinya, selain aspek konservasi, 

pengembangan geopark juga harus menjamin tercapainya keseimbangan antara 

manfaat ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan pelestarian budaya lokal. Dalam 

konteks ini, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci, di mana 

masing-masing aktor pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan 

LSM memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kawasan. 

Implementasinya di Indonesia, terdapat tantangan  dalam menerapkan tata kelola 

kolaborasi di dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark. Pengalaman 

Geopark Toba dan Geopark Raja Ampat menjadi cerminan nyata bagaimana 

kegagalan koordinasi dan dominasi kepentingan ekonomi dapat merusak tujuan 

geopark secara keseluruhan. Seperti dilaporkan oleh VOA Indonesia (2023), 

Geopark Toba mendapat peringatan dari UNESCO berupa “kartu kuning” karena 

lemahnya tata kelola, kurangnya sinergi antar-lembaga, serta orientasi wisata 

yang tidak terkendali dan abai terhadap kelestarian. Ancaman serupa terjadi di 

Geopark Raja Ampat, di mana eksploitasi tambang nikel oleh 13 perusahaan 
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dalam wilayah geopark sebagaimana  dilaporkan Greenpeace Indonesia (2025). 

Kasus ini menjadi bukti konkret betapa lemahnya integritas kawasan akibat 

absennya pendekatan kolaboratif dalam tata kelola. Dua contoh tersebut 

memberikan pelajaran penting bagi Geopark Merangin, bahwa tanpa sinergi dan 

kolaborasi yang kuat, pengakuan internasional semata tidak cukup untuk 

menjamin keberlanjutan kawasan. Maka dari itu, implementasi regulasi yang 

mengamanatkan kolaborasi harus diikuti dengan desain kelembagaan yang 

adaptif, partisipatif, dan mampu mengakomodasi kepentingan lintas sektor 

secara seimbang. 

Kondisi serupa juga dialami Geopark Merangin, meskipun telah memperoleh 

pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp). Realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan 

ini belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan Laporan Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabupaten Merangin (2024), ditemukan bahwa setelah adanya 

kolaborasi dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan melalui 

pengembangan pariwisata berkelanjutan, muncul  kasus-kasus Penambangan 

Emas Tanpa Izin atau Peti yang terjadi di kawasan Geopark Merangin.  

Tabel 2. Titik Kasus PETI di Kab. Merangin. 

No. Kecamatan Titik Luas Area kerusakan (Hektar) 

1. Tabir 19 23 

2. Bangko  2 424 

3. Lembah Masurai 4 30 

4. Sungai Manau  6 171 

5. Muara siau  24 400 

Jumlah Total 55 1048 

Sumber: DLH Kabupaten Merangin (2024). 

Kelima kecamatan merupakan bagian dari Geopark Merangin Jambi 

berdasarkan Peta resmi yang dikeluarkan oleh Pemkab Merangin. Kasus ini 

menjadikan gambaran ancaman serius bagi upaya konservasi dan pengembangan 

wisata berkelanjutan di Geopark Merangin. Data lain data BP Geopark Merangin 

(2024) menunjukkan ancaman perusakan situs geologi oleh aktivitas wisata yang 

tidak terkontrol dibeberapa titik kawasan inti. Salah satu kasus yang terjadi pada 

tahun 2023 dimana terjadi kasus vandalisme disitus Muara Karing yang 
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dilakukan oleh pengunjung. Kawasan ini memiliki warisan geologi yang sangat 

penting, salah satunya berupa fosil tumbuhan purba yang tersebar di sepanjang 

aliran sungai Batang Merangin.  

Situasi ini menimbulkan dilema dan tantangan antara pengembangan pariwisata 

yang inklusif dan upaya konservasi yang ketat, yang semestinya bisa 

diseimbangkan melalui pendekatan kolaboratif yang efektif dan adaptif.  

Idealnya, kedua kepentingan ini dapat berjalan secara seimbang melalui 

pendekatan collaborative governance yang menekankan pada partisipasi lintas 

aktor dan pengambilan keputusan bersama. Namun kenyataan di lapangan 

menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara kerangka 

regulasi yang ideal dengan pelaksanaan dilapangan.  

Fenomena ini menimbulkan ketidak selarasan dengan tujuan regulasi yang ada 

saat ini yaitu Perda Kabupaten Merangin No. 2 tahun 2018 dan Perpres No. 9 

tahun 2019, yang mengamanatkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan sebagai bagian untuk 

mendukung upaya konservasi situs geologi di kawasan Geopark.  Kedua regulasi 

tersebut secara tegas mengamanatkan pengembangan geopark yang 

berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal 

melalui sektor pariwisata, tetapi juga menjaga kelestarian kawasan geopark 

merangin. Hal ini juga menimbulkan sebuah pertentangan dari pandangan 

O'Leary et al. (dalam Kuniadi, 2020:39), yang mengemukakan bahwa 

collaborative governance merupakan opsi terbaik dalam penyelenggaraan 

kebijakan oleh pemerintah. Ketidaktercapaian tujuan ini mengindikasikan 

perlunya evaluasi kritis terhadap keberhasilan pendekatan kolaboratif yang telah 

diterapkan, termasuk sejauh mana forum kolaborasi mampu menjembatani 

kepentingan pembangunan dan konservasi secara adil dan seimbang. 

Penelitian mengenai model collaborative governance dalam pengelolaan 

warisan geologi juga dijelaskan pernah dilakukan Berliandaldo dan Fasa (2022) 

yang membahas tentang “Pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam 

mendukung pelestarian warisan geologi: Perspektif collaborative governance”. 
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Menggunakan teori Ansell dan Gash sebagai landasan analisis hubungan 

antarpemangku kepentingan, serta mengusulkan model pentahelix sebagai 

pendekatan kolaboratif strategis. Penelitian tersebut menitikberatkan pada 

pentingnya peran aktor, struktur kelembagaan, dan sinergi lintas sektor termasuk 

media untuk mendukung efektivitas pengelolaan geowisata. Sementara itu, 

penelitian ini juga menggunakan teori collaborative governance Ansell dan 

Gash untuk mengkaji penerapan kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan 

Geopark Merangin, namun memiliki fokus berbeda. Fokusnya yakni 

mengevaluasi sejauh mana kolaborasi tersebut mampu menciptakan 

keseimbangan antara fungsi konservasi dan pemberdayaan Masyarakat melalui  

pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan tambahan kerangka teori 

pembangunan berkelanjutan, penelitian ini tidak hanya memetakan bentuk 

kolaborasi, tetapi juga menilai dampaknya terhadap tercapainya tujuan 

pembangunan kawasan geopark yang berorientasi pada kelestarian lingkungan 

dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Kemudian penelitian lain dari Utomo dkk. (2024) berjudul "Collaborative 

governance Model Belitung UNESCO Global Geopark" yang menganalisis tata 

kelola kolaboratif dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan di Belitung 

sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Penelitian ini menggunakan teori 

Ansell dan Gash untuk mendalami aspek kolaborasi serta pendekatan 

eksploratori dengan metode sekuensial, yang melibatkan wawancara, tinjauan 

dokumen, dan survei. Hasilnya menunjukkan pentingnya elemen kepercayaan, 

nilai-nilai, dan jaringan sosial dalam membangun kolaborasi. Penelitian ini 

memberikan gambaran tentang proses kolaborasi yang efektif dalam konteks 

geopark global. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada ruang 

lingkup dan pendekatan evaluative. Dimana penelitian penulis tidak hanya 

mengidentifikasi dinamika kolaborasi, tetapi juga menganalisis secara 

mendalam sejauh mana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya 

keseimbangan antara fungsi konservasi, dan pemberdayaan Masyarakat melalui 

pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ini diperkuat dengan mengintegrasikan 
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teori pembangunan berkelanjutan dari Kates et al. sebagai alat ukur dampak 

kolaborasi. 

Penelitian Munawar (2023) yang berjudul "Pengelolaan Geopark untuk 

Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus di Geopark Ciletuh-

Palabuhanratu)" menitikberatkan pada tantangan keberlanjutan pariwisata di 

tengah krisis iklim dan pemanasan global. Fokus penelitian tersebut adalah pada 

bagaimana Geopark dapat menjadi solusi berbasis alam yang mendukung 

pemanfaatan sumber daya secara lestari, serta menekankan pentingnya 

keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan destinasi. Meskipun sama-

sama menyoroti aspek keberlanjutan dan pentingnya peran masyarakat, 

penelitian ini tidak secara eksplisit menggunakan kerangka teori collaborative 

governance maupun pendekatan struktural terhadap kolaborasi antarpemangku 

kepentingan. Sebaliknya, penelitian penulis menggabungkan teori collaborative 

governance dari Ansell dan Gash untuk mengkaji pola interaksi dan tata kelola 

kolaboratif, serta teori pembangunan berkelanjutan Kates et al. (2005) untuk 

menganalisis dampak kolaborasi tersebut terhadap keseimbangan antara fungsi 

konservasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan pariwisata di 

kawasan Geopark Merangin.  

Penelitian Hidayat dan Husni (2022) yang berjudul “Peran Geopark Rinjani 

Lombok Sebagai Pilar Pariwisata Berkelanjutan Di Nusa Tenggara Barat” 

mengkaji peran Geopark sebagai pendorong utama pariwisata berkelanjutan 

dengan menggunakan kerangka empat pilar sebagaimana diatur dalam 

Permenpar No. 14 Tahun 2016, yakni pengelolaan destinasi, manfaat ekonomi 

lokal, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini menekankan 

pada kontribusi geopark terhadap pembangunan daerah melalui pendekatan 

sektoral yang fokus pada dampak pariwisata secara umum. Berbeda dengan 

penelitian ini, yang tidak hanya menilai hasil pengelolaan geopark dari sudut 

keberlanjutan, tetapi juga secara mendalam mengkaji proses tata kelola 

kolaboratif antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam kerangka teori 

collaborative governance (Ansell dan Gash). Penelitian ini juga 

mengombinasikan teori pembangunan berkelanjutan Kates et al. (2005) untuk 
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menganalisis secara lebih komprehensif bagaimana kolaborasi dapat 

menciptakan keseimbangan antara konservasi dan pemberdayaan masyarakat 

dalam pengembangan pariwisata Geopark Merangin. 

Penelitian Fadisa dkk. (2021) yang berjudul "Pembangunan Pariwisata 

Berkelanjutan pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau di Kota 

Bukittinggi" berfokus pada bagaimana visi dan misi pemerintah daerah 

mendorong pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan 

menggunakan pendekatan teori pariwisata berkelanjutan oleh John Swarbrooke, 

penelitian ini menganalisis tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial budaya, 

dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan geopark 

membawa dampak positif terhadap pendapatan daerah serta tidak menyebabkan 

kerusakan signifikan terhadap lingkungan. Penelitian ini menekankan peran 

pemerintah sebagai penggerak utama, serta perlunya pembinaan masyarakat 

lokal dalam mendukung pelayanan wisata. Berbeda dengan penelitian penulis, 

yang tidak hanya menilai dampak pembangunan geopark terhadap pariwisata 

berkelanjutan, tetapi juga menekankan pada proses tata kelola kolaboratif 

antarpemangku kepentingan. Pendekatan yang digunakan adalah teori 

collaborative governance dari Ansell dan Gash untuk menganalisis proses 

kolaborasi, serta teori pembangunan berkelanjutan Kates et al. (2005) untuk 

menilai dampaknya terhadap keseimbangan antara konservasi dan 

pemberdayaan masyarakat di Geopark Merangin.  

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa 

tema pengelolaan geopark dengan pendekatan kolaboratif telah menjadi 

perhatian utama dalam studi-studi tentang geopark di Indonesia. Berbagai 

penelitian tersebut, seperti yang dilakukan oleh Berliandaldo dan Fasa (2022), 

Utomo dkk. (2024), serta Munawar (2023), mengungkapkan pentingnya peran 

kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pelestarian 

warisan geologi, serta pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Namun, sebagian 

besar penelitian tersebut lebih fokus pada pengembangan pariwisata dan 

ekonomi daerah, dengan sedikit penekanan pada dinamika interaksi antar 

pemangku kepentingan yang lebih dalam, serta keseimbangan antara konservasi 
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dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks geopark yang terintegrasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Husni (2022) serta Fadisa dkk. 

(2021) juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman pembangunan 

pariwisata berkelanjutan, tetapi belum memfokuskan pada model kolaborasi 

yang terstruktur dan adaptif dalam pengelolaan geopark. 

Penelitian ini hadir dengan kebaruan yang lebih spesifik, dengan mengkaji 

penerapan pendekatan collaborative governance dalam konteks pengelolaan dan 

perlindungan Geopark Merangin. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi 

proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga 

berfokus pada seberapa jauh kolaborasi ini dapat menciptakan keseimbangan 

antara fungsi konservasi warisan geologi dan pemberdayaan masyarakat, sambil 

mempertimbangkan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini 

sangat relevan mengingat tantangan yang dihadapi oleh Geopark Merangin 

dalam menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang 

signifikan bagi masyarakat lokal. Selain itu, fokus pada model tata kelola yang 

melibatkan kerjasama antar sektor pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta 

dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih adaptif menjadi kontribusi baru 

dalam literatur tentang geopark di Indonesia. 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan solusi yang dapat 

mengintegrasikan fungsi konservasi dengan pengembanagn pariwisata, 

sekaligus melindungi warisan geologi yang bernilai tinggi. Tantangan yang 

dihadapi oleh Geopark Merangin, seperti ancaman kerusakan situs geologi dan 

permasalahan sosial-ekonomi lokal, memerlukan pendekatan kolaboratif yang 

melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak terkait. Melalui penelitian ini, 

diharapkan dapat dihasilkan model kolaborasi yang efektif yang dapat diadopsi 

oleh kawasan geopark lainnya di Indonesia, sehingga pengelolaan geopark dapat 

berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi 

semua pihak. 
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Maka dari fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini mengambil judul 

“Collaborative governance Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Geopark 

Merangin Jambi”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan collaborative governance dalam pengembangan 

pariwisata di Geopark Merangin? 

2. Bagaimana dampak penerapan collaborative governance melalui 

pengembangan pariwisata terhadap keberkelanjutan kawasan Geopark 

Merangin? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut  adalah tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan collaborative governance dalam 

pengembangan destinasi wisata di Geopark Merangin. 

2. Untuk mendeskripsikan dampak dari penerapan collaborative governance 

melalui pengembangan pariwisata terhadap keberlanjutan kawasan Geopark 

Merangin. 

1.4. Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan manfaat bagi 

Masyarakat secara kuas. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah 

literatur mengenai penerapan pendekatan collaborative governance dalam 
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pengelolaan dan perlindungan kawasan geopark, khususnya di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam 

tentang bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik 

pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta, dapat 

menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain 

itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori pembangunan 

berkelanjutan dengan mengaplikasikan dimensi nature, life support, dan 

community dalam konteks geopark, yang dapat menjadi referensi dalam 

kajian-kajian serupa di kawasan geopark lain. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam pemahaman 

tentang dinamika kolaboratif dalam mengelola sumber daya alam dan 

mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. 

 

2.  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dan 

rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan, seperti 

pemerintah daerah, pengelola Geopark Merangin, serta masyarakat lokal, 

dalam mengelola dan melindungi kawasan Geopark Merangin secara 

berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

meningkatkan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk 

menciptakan keseimbangan antara konservasi, pemberdayaan masyarakat, 

dan pengembangan pariwisata. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga 

dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pengelolaan geopark, 

serta memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

kelestarian warisan geologi yang ada, sekaligus meningkatkan manfaat 

ekonomi lokal melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. 

 



  

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Collaborative governance  

2.1.1. Pengertian Collaborative governance  

Collaborative governance merupakan pendekatan yang semakin penting 

dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan wilayah yang 

berkelanjutan. Menurut Ansell dan Gash (2008:544), collaborative 

governance didefinisikan sebagai suatu pengaturan pemerintahan di mana 

satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku 

kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang 

formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah. Kolaborasi ini 

bertujuan untuk menciptakan atau menerapkan kebijakan publik serta 

mengelola program atau aset publik, dengan kerangka kerja yang diatur 

secara formal dan jelas. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan 

beragam aktor dalam pengelolaan suatu wilayah atau sumber daya, sehingga 

menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap 

kebutuhan serta kepentingan berbagai pihak.  

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Emerson et al. (2012:3) 

memperluas pemahaman mengenai collaborative governance sebagai suatu 

proses dan struktur yang memfasilitasi pengambilan keputusan kebijakan 

publik serta manajemen lintas sektor, dengan melibatkan kerja sama yang 

konstruktif antar berbagai aktor yang melintasi batas-batas institusi publik, 

tingkatan pemerintahan, serta sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. 

Pendekatan ini dibangun atas kesadaran bahwa kompleksitas masalah 

kebijakan saat ini membutuhkan respons yang inklusif dan partisipatif.  
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Sejalan dengan itu, Balogh (dalam Febrian, 2016:203) juga menegaskan 

bahwa collaborative governance merupakan suatu bentuk pengelolaan 

kebijakan yang menempatkan kerja sama antara aktor-aktor lintas sektor dan 

tingkat pemerintahan sebagai inti proses pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, collaborative governance tidak hanya mencerminkan partisipasi, 

tetapi juga menunjukkan adanya struktur formal yang mengatur proses 

interaksi antar aktor demi mencapai tujuan bersama. Dari berbagai definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa collaborative governance merupakan 

suatu pendekatan strategis dalam tata kelola yang bersifat partisipatif, 

deliberatif, dan berorientasi pada hasil publik yang berkelanjutan. 

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan kawasan Geopark 

Merangin, yang menuntut sinergi lintas sektor untuk mencapai 

keseimbangan antara konservasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Collaborative governance  lahir pada masa paradigma governance, ketika 

perkembangan teknologi dan sumber daya manusia membuat pemerintah 

menghadapi masalah-masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan 

sendiri tanpa melibatkan aktor-aktor di luar pemerintahan. Charalabidis dan 

Loukis (dalam Maysarah dan Wahyudi, 2023:139) menjelaskan bahwa 

konsep collaborative governance  muncul untuk menangani permasalahan 

publik yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah secara mandiri, karena 

keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, kolaborasi dengan 

para pemangku kepentingan non-pemerintah menjadi penting dalam proses 

kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Gray dkk. (dalam Noor 

dkk., 2022:44), yang menyebut collaborative governance sebagai instrumen 

kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi 

yang lebih efektif dan inklusif. 

Ansell dan Gash (2008:544-545) memberikan definisi collaborative 

governance dengan menekankan enam kriteria penting yang menjadi ciri 

khas kebijakan ini, yaitu: 

1. Inisiatif dimulai oleh badan publik. 
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2. Terdapat keterlibatan aktor non-pemerintah.  

3. Para peserta atau aktor terlibat langsung dalam perancangan kebijakan. 

4. Forum diselenggarakan secara formal dan bersifat kolektif. 

5. Keputusan yang diambil didasarkan pada mufakat atau konsensus. 

6. Fokus kerjasama adalah pada kebijakan publik atau pengelolaan 

program publik. 

Dwiyanto (dalam Febrian, 2016:203) menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam 

kerjasama kolaboratif, terdapat penyampaian visi, tujuan, strategi, dan 

aktivitas antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun setiap pihak memiliki 

otoritas independen untuk mengambil keputusan dan mengelola 

organisasinya, mereka tetap tunduk pada kesepakatan bersama. Hal ini 

menekankan pentingnya sinergi dalam kolaborasi, di mana para pihak 

bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, namun tetap 

mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan di dalam 

organisasi masing-masing. 

Noor dkk. (2022:55) berpendapat bahwa konsep collaborative governance 

memiliki potensi untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan 

atau program. Untuk mencapai hal ini, diperlukan interaksi yang efektif di 

antara aktor-aktor yang terlibat. Agar kesalahpahaman yang bisa memicu 

konflik dapat dihindari, penting untuk melakukan pemetaan terhadap aktor-

aktor berdasarkan peran masing-masing. Pemetaan ini berfungsi untuk 

menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi kepentingan 

publik (public interest) dan menambah nilai bagi masyarakat (public value). 

Dalam pandangan lain O'Leary et al. (dalam Kuniadi, 2020:39) 

mengemukakan collaborative governance merupakan opsi terbaik dalam 

penyelenggaraan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini didasarkan pada 

beberapa argumen utama. Pertama, masalah publik semakin kompleks dan 

sulit diatasi oleh pemerintah secara mandiri. Kedua, beberapa organisasi 

pemerintah telah melakukan outsourcing untuk meningkatkan kapasitas 
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mereka. Ketiga, terjadi perubahan signifikan dalam hubungan 

antarpemerintah di berbagai tingkat. Keempat, model ini mampu 

meningkatkan efektivitas program atau kebijakan yang dijalankan. Kelima, 

perkembangan teknologi telah mempermudah pertukaran informasi dalam 

proses pengambilan keputusan. Terakhir, collaborative governance 

memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Collaborative governance sebagai bentuk baru dari governance memiliki 

empat nilai dasar yang penting untuk dipahami dalam menganalisis 

fenomena dan membentuk teori baru dalam kebijakan publik. Nilai-nilai ini 

membantu membedakan apakah suatu fenomena termasuk dalam 

collaborative governance atau tidak. Dewi (2019:254-256), mengemukakan 

nilai-nilai ini sebagai berikut: 

1. Orientasi Konsensus 

2. Kepemimpinan Kolektif 

3. Komunikasi Multiarah 

4. Berbagi Sumber Daya 

Penjelasan ini menegaskan bahwa collaborative governance tidak hanya 

sebat/as kerja sama antaraktor, tetapi juga mencakup pengelolaan yang 

sistematis dari aspek-aspek penting seperti struktur organisasi, komunikasi 

multiarah, dan pemanfaatan sumber daya. Dalam kerangka ini, setiap 

elemen dikelola secara kolektif dengan tujuan untuk menghasilkan 

kebijakan atau program yang mampu memberikan dampak positif bagi 

kepentingan publik. Nilai-nilai dasar dari collaborative governance 

berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kolaborasi ini berjalan 

secara efektif, dengan setiap aktor memiliki peran yang signifikan dalam 

mencapai tujuan bersama. 
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2.1.2. Teori-Teori Collaborative Goverance  

Emerson, Nabachi, dan Balogh (dalam Kurniadi, 2020:55) memperkenalkan 

sebuah model yang dikenal sebagai Integrative Framework for 

Collaborative Governance yang menawarkan pendekatan komprehensif 

dalam memahami dan menganalisis proses kolaborasi di dalam tata kelola 

publik. Model ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk 

mengatasi keterbatasan model-model sebelumnya yang tidak sepenuhnya 

mampu menangkap kompleksitas interaksi antara berbagai aktor dalam 

collaborative governance. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada 

kolaborasi antara sektor publik dan non-publik, tetapi juga mengakui peran 

vital yang dimainkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

masyarakat sipil dan sektor swasta. Melalui model ini, Emerson et al. 

menyoroti pentingnya memahami dinamika hubungan antar aktor, 

pengelolaan konflik, serta pembagian sumber daya sebagai elemen kunci 

dalam mencapai hasil kolaboratif yang efektif. 

Model Integrative Framework tersebut memberikan pandangan yang lebih 

holistik dengan mempertimbangkan berbagai dimensi penting yang 

mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Kerangka ini tidak hanya 

menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, tetapi juga menyoroti 

faktor-faktor dinamis seperti interaksi antara aktor, pengelolaan konflik, 

pembagian sumber daya, serta pentingnya membangun kepercayaan dan 

komitmen di antara para pemangku kepentingan. Melalui model ini 

Emerson et al, (dalam Kurniadi, 2020:57) membagi 3 dimensi dalam konsep 

kolaboratif, yaitu: 

1. System context  

Komponen ini mencakup kondisi dan lingkungan di mana kolaborasi 

terjadi. Ini melibatkan analisis faktor-faktor eksternal seperti kebijakan 

yang ada, struktur pemerintahan, konteks sosial dan ekonomi, serta 

sejarah interaksi antara aktor yang terlibat. Memahami konteks sistem 
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ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin 

muncul dalam proses kolaborasi. Dengan pemahaman yang baik tentang 

konteks ini, para aktor dapat lebih efektif merancang strategi kolaboratif 

yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lokal 

2. Driver  

Driver mengacu pada faktor-faktor yang mendorong aktor untuk 

berkolaborasi. Ini bisa termasuk kebutuhan untuk menyelesaikan 

masalah publik yang kompleks, keinginan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas kebijakan, serta tekanan dari masyarakat atau lembaga 

lain untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Identifikasi 

driver ini penting untuk memahami motivasi di balik kolaborasi, yang 

pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat komitmen dan keterlibatan 

aktor dalam proses tersebut. 

3. Collaborative dynamics 

Komponen ini menyoroti bagaimana interaksi antar aktor berlangsung 

selama proses kolaborasi. Ini mencakup pola komunikasi, pengambilan 

keputusan, serta cara konflik dikelola. Dinamika kolaboratif yang efektif 

dapat mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, 

menciptakan suasana saling percaya, dan memastikan bahwa semua 

suara didengar dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman 

tentang dinamika ini membantu dalam merancang mekanisme 

kolaboratif yang dapat memfasilitasi interaksi yang produktif dan 

menghasilkan keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama. 

Ketiga komponen dalam Integrative Framework for Collaborative 

Governance yaitu system context, driver, dan collaborative dynamics saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi. Hubungan ini memberikan kerangka 

kerja yang komprehensif untuk menganalisis serta memahami tantangan dan 

potensi yang ada dalam proses kolaborasi. Dengan memahami konteks 



23 
 

sistem, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang 

berpengaruh pada kolaborasi. Driver yang teridentifikasi membantu 

memotivasi aktor untuk berpartisipasi, sementara pemahaman mengenai 

dinamika kolaboratif memungkinkan kita untuk merancang interaksi yang 

produktif antar aktor. 

Selain Teori Integrative Framework, terdapat pula Model collaborative 

governance Shergold. Model Tata Kelola Kolaboratif Shergold (dalam 

O'Flynn& Wanna, 2008:13-21), memperlihatkan tahapan transformatif 

dalam proses kolaborasi, dari bentuk hubungan yang terpusat hingga yang 

bersifat kolaboratif penuh. Empat dimensi yang diidentifikasi dalam model 

ini membantu kita memahami berbagai tingkat interaksi antara aktor-aktor 

yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. 

1. Komando (Command) 

Kolaborasi pada tahap ini hampir tidak ada, karena aktor lain hanya 

menjalankan perintah dari otoritas pusat tanpa partisipasi langsung 

dalam perancangan kebijakan. 

2. Koordinasi (Coordination) 

Pada tahap ini, keterlibatan aktor mulai meningkat, keputusan masih 

dikendalikan oleh pihak yang berwenang, tetapi dengan pelibatan aktor 

lain secara kolektif dalam proses pengambilan keputusan.  

3. Kerja sama (Coorperation) 

Dalam fase ini, berbagai aktor mulai berbagi ide, informasi, dan sumber 

daya dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Tidak ada satu 

otoritas tunggal yang mengendalikan proses, melainkan adanya 

pengelolaan bersama dari semua pihak.  
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4. Kolaborasi (Collaboration) 

Ini adalah tahap tertinggi dari model tata kelola Shergold (dalam 

O'Flynn& Wanna, 2008:20), di mana aktor-aktor yang otonom bekerja 

bersama untuk menciptakan solusi atau kebijakan yang baru. 

Proses transformatif yang digambarkan oleh Shergold (dalam O'Flynn& 

Wanna, 2008:21) menunjukkan bahwa kolaborasi bukanlah sesuatu yang 

terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari evolusi interaksi yang dimulai 

dari komando hingga kolaborasi penuh. Identifikasi pendorong seperti 

kepentingan bersama, tujuan yang jelas, dan kepercayaan antar aktor dapat 

memotivasi partisipasi lebih lanjut. Memahami dinamika kolaboratif 

membantu kita merancang pola interaksi yang produktif, di mana 

partisipasi, tanggung jawab, dan penciptaan nilai bersama semakin 

meningkat di setiap tahapan. Model ini membantu kita melihat bagaimana 

proses tata kelola dapat bergeser dari struktur yang kaku dan hierarkis 

menuju struktur yang lebih inklusif dan kooperatif. Ini pada akhirnya dapat 

menciptakan kebijakan publik yang lebih responsif, inovatif, dan efektif 

dalam menjawab tantangan publik. 

Kedua teori ini memberikan Gambaran yang cukup kompleks untuk 

memahami konsep tata kelola kolaborasi atau collaborative governance. 

Selain kedua teori ini, teori collaborative governance yang dikemukakan 

Ansell dan Gash tidak kalah terkenal. Ansell dan Gash (dalam Kurniadi, 

2020:57-58), mengemukakan beberapa dimensi utama yang menjadi dasar 

dalam mengukur keberhasilan kolaborasi antara berbagai pemangku 

kepentingan. Berikut adalah dimensi-dimensi pengukuran yang menjadi 

fokus dalam teori ini: 

1. Kondisi Awal (Starting Conditions) 

Kondisi awal mengacu pada situasi hubungan di antara para pemangku 

kepentingan sebelum kolaborasi dimulai. Ada tiga elemen kunci yang 

menjadi indikator dimensi ini yaitu: 
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a. Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya 

Kolaborasi mungkin sulit jika ada ketidakseimbangan kekuasaan 

yang signifikan antara aktor-aktor yang terlibat. Aspek ini dapat 

dilihat dari jumlah sumber daya yang dimiliki setiap aktor. 

b. Sejarah kolaborasi 

Bagian untuk menggambarkan bagaimana awal mula kolaborasi 

dibangun. Dengan melihat insiden konflik ataupun keberhasilan 

dalam kolaborasi sebelumnya. 

c. Insentif untuk berkolaborasi 

Aktor-aktor akan lebih cenderung berkolaborasi jika mereka melihat 

manfaat yang jelas dari kolaborasi tersebut. Misalnya Jumlah 

keuntungan bersama yang diidentifikasi, atau perbandingan antara 

kolaborasi dan keuntungan individual. 

2. Fasilitasi Kepemimpinan (Facilitative Leadership) 

Kepemimpinan yang kuat dan fasilitatif adalah elemen penting dalam 

collaborative governance. Pemimpin yang efektif memainkan peran 

kunci dalam memfasilitasi dialog, mediasi konflik, dan menjaga semua 

pemangku kepentingan terlibat dalam proses kolaboratif. Dimensi ini 

mengukur bagaimana pemimpin berperan dalam: 

a. Membangun kepercayaan, dimana kepemimpinan harus bisa 

membantu membangun kepercayaan di antara aktor-aktor yang 

berkolaborasi. 

b. Memfasilitasi komunikasi, sejauh mana pemimpin bisa memastikan 

komunikasi yang terbuka dan jujur di antara semua pihak. 

3. Proses Kolaboratif (Collaborative Process) 

Proses kolaboratif adalah inti dari collaborative governance  dan terdiri 

dari berbagai tahapan interaksi yang saling berkaitan. Beberapa elemen 

kunci dari dimensi ini adalah: 
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a. Dialog Tatap Muka (Face-to-Face Dialogue)  

Dialog yang dilakukan secara langsung penting untuk membangun 

pemahaman bersama dan memperkuat hubungan antar-pemangku 

kepentingan. Aspek ini dapat dilihat melalui seberapa sering 

diadakannya dialok antar aktor dalam kolaborasi. 

b. Pembangunan Kepercayaan (Trust Building)  

Kepercayaan adalah fondasi utama untuk kolaborasi yang sukses. 

Proses ini biasanya berjalan lambat, dan membutuhkan komitmen 

waktu serta upaya dari semua pihak yang terlibat. Ini bisa dilihat 

melalui jumlah pertemuan terbuka yang dilakukan, dan tingkat 

transparansi informasi yang disampaikan 

c. Komitmen bersama (Commitment to the process) 

Pemangku kepentingan harus memiliki tujuan dan komitmen yang 

sama terhadap kesuksesan kolaborasi. Tujuan bersama ini biasanya 

didefinisikan melalui diskusi dan negosiasi di antara pihak-pihak 

yang terlibat. 

d. Pengelolaan Bersama (Shared Understanding) 

Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang 

masalah yang dihadapi dan solusi yang mungkin. Hal ini 

memerlukan transparansi dalam berbagi informasi dan data. Aspek 

ini terlihat dari jumlah kesepakatan bersama dalam Keputusan dan 

konsistensi pandangan dalam rapat kerja. 

4. Desain Kelembagaan (Institutional Design) 

Dimensi ini mengukur sejauh mana kolaborasi tersebut didukung oleh 

desain institusi yang kuat. Kolaborasi yang baik membutuhkan aturan 

yang jelas, prosedur yang adil, dan mekanisme pengambilan keputusan 

yang transparan. Dimensi ini dapat diukur melalui: 
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a. Aturan Formal dan Informal 

Ada aturan formal yang disepakati bersama untuk memfasilitasi 

proses kolaborasi. Namun, sering kali aturan informal juga 

mempengaruhi dinamika kolaboratif. 

b. Prosedur Pengambilan Keputusan 

Prosedur yang terbuka, inklusif, dan transparan diperlukan agar 

setiap pemangku kepentingan merasa bahwa mereka memiliki peran 

yang setara dalam pengambilan keputusan. 

Kerangka teori yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash digunakan 

sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena dinilai paling relevan 

dan komprehensif dalam menganalisis dinamika kolaboratif antar 

pemangku kepentingan dalam konteks pengelolaan Geopark Merangin. 

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap faktor-faktor kunci 

seperti kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan 

proses kolaboratif sebagai elemen penting dalam keberhasilan tata kelola 

partisipatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Johnson, Hicks, Nan, dan 

Auer (dalam Plotnikof, 2015:61) yang menyebutkan bahwa model Ansell 

dan Gash merupakan definisi pertama yang paling lengkap dan kerangka 

teoritis paling canggih dalam menjelaskan praktik collaborative governance 

secara konseptual maupun operasional. 

2.2. Pembangunan Berkelanjutan 

2.2.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang telah menjadi perhatian 

utama di berbagai sektor, baik di tingkat global maupun lokal. Konsep ini 

didefinisikan sebagai proses pembangunan yang tidak hanya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga berupaya menjaga 

kebutuhan generasi mendatang melalui pendekatan yang seimbang antara 

pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Di 
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Indonesia, berbagai ahli telah memberikan pandangan dan pemikiran yang 

memperkaya pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dalam 

konteks lokal dan internasional. 

Definisi mengenai pembangunan berkelanjutan ini pertama kali dirumuskan 

dalam laporan "Our Common Future" oleh Komisi Brundtland pada tahun 

1987. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan (Wibisana, 

2017:9). Dalam perspektif lingkungan, pembangunan berkelanjutan 

bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, mengurangi emisi karbon, 

dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang efisien agar tetap 

tersedia untuk generasi mendatang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

menggarisbawahi bahwa pembangunan berkelanjutan harus melibatkan 

interaksi harmonis antara ketiga aspek tersebut melalui berbagai tujuan 

seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mencakup 

pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan 

perlindungan lingkungan. Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan diatur 

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengintegrasikan dimensi sosial, 

ekonomi, dan lingkungan dalam strategi pembangunan untuk menjamin 

kualitas hidup yang lebih baik. 

Pembangunan berkelanjutan dapat dipahami secara umum sebagai konsep 

yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Menurut Salim (dalam 

Rahadian, 2016:48), tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini 

tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Esensi pembangunan 

berkelanjutan adalah tercapainya pemerataan pembangunan lintas generasi. 

Namun, Naibaho dkk. (2021:277) mencatat bahwa tanpa pengawasan dan 

pengelolaan yang baik, maka tantangan besar dapat muncul dalam 
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implementasinya. Hal ini dapat menjadi menghambat pencapaian dalam 

menciptakan keberlanjutan. 

Sutamihardja (dalam Rahardian, 2016:48-49) menyatakan bahwa tujuan 

pembangunan berkelanjutan meliputi enam prinsip penting, yaitu: 

1. Pembangunan harus menjamin distribusi manfaat secara merata dengan 

mengutamakan penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui serta 

menjaga batas pemanfaatan dalam kendali ekosistem.  

2. Menjaga kelestarian lingkungan dan pencegahan gangguan ekosistem 

sangat penting untuk menjamin kualitas hidup generasi masa depan.  

3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam perlu 

mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 

untuk mencapai pemerataan antar generasi.  

4. Kesejahteraan masyarakat harus dipertahankan dalam jangka panjang 

agar dapat dinikmati baik oleh generasi saat ini maupun masa 

mendatang.  

5. Hasil pembangunan harus memiliki manfaat yang bertahan lama dan 

lintas generasi.  

6. Penting untuk menjaga kualitas kehidupan manusia sesuai dengan 

ekosistem yang mendukungnya, sehingga tercapai keadilan antar 

generasi. 

Konsep Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada 

keberlangsunga lingkunan namun juga pada aspek yang lebih luas. Konsep 

ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini dan juga memastikan 

bahwa generasi mendatang tetap memiliki sumber daya yang cukup. Seperti 

diungkapkan oleh World Commission on Environment and Development, 

tujuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi 

kebutuhan mereka (Effendi dkk., 2018:77). Selain itu konsep ini juga 

menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kebijakan, sektor publik, dan 

masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan ini memerlukan kerja sama 



30 
 

lintas sektoral dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat sipil, sehingga manfaat dari pembangunan 

ini dapat dirasakan oleh semua kalangan, tanpa ada yang tertinggal. 

2.2.2. Teori-teori Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah konsep dalam mengelola 

sumberdaya dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Menurut 

Pertiwi (2017:11), implementasi pembangunan berkelanjutan tidak akan 

optimal jika tidak ada tiga modal utama berupa ekonomi, ekologi, dan 

sosial. Ketiga modal ini harus dipertahankan dan dikembangkan secara 

seimbang agar dampak positif pembangunan dapat dirasakan oleh 

masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Pendekatan ini 

menekankan bahwa keberlanjutan tidak hanya soal keuntungan ekonomi 

tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga kualitas lingkungan 

dan ketahanan sosial yang sehat dan harmonis. 

Keiner (2005:4) mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan 

dengan menambahkan dimensi kelembagaan sebagai elemen penting yang 

melengkapi tiga dimensi sebelumnya ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Menurut Keiner, pembangunan berkelanjutan tidak hanya melibatkan 

pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dan berkelanjutan, tetapi juga 

membutuhkan perlindungan lingkungan yang mencegah kerusakan 

ekosistem, pemeliharaan kualitas kehidupan sosial yang tinggi, serta 

penguatan kelembagaan yang mendukung proses tersebut.  

 

Gambar 1. Prisma Keberlanjutan (Keiner, 2005). 
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Keiner (2005:4) menggambarkan pendekatan multidimensi terhadap 

pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan prisma sebagai metafora 

untuk menunjukkan hubungan antara dimensi-dimensi inti yang saling 

terhubung. Melalui Prisma ini, Keiner mengemukakan dimensi 

keberlanjutan meliputi: 

1. Dimensi Ekonomi (Man-Made Capital) 

Dimensi ini mengacu pada komponen pembangunan ekonomi, yang 

mencakup kegiatan produksi, konsumsi, serta penciptaan dan distribusi 

barang dan jasa. Man-made capital berfokus pada infrastruktur, 

teknologi, dan aset buatan manusia yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dengan memperhatikan kebutuhan keberlanjutan. Tujuan 

utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sambil 

menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan. 

2. Dimensi Sosial (Human Capital)  

Dimensi ini menekankan pentingnya manusia dalam proses 

pembangunan berkelanjutan. Human capital merujuk pada kemampuan, 

keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan dari dimensi sosial adalah untuk menciptakan masyarakat yang 

inklusif, adil, dan sejahtera dengan memberikan akses yang sama 

terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam 

kehidupan sosial dan politik. 

3. Dimensi Lingkungan (Natural Capital) 

Dimensi ini berfokus pada pelestarian dan pengelolaan sumber daya 

alam, termasuk udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Natural 

capital menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan 

meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap 

lingkungan. Dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber 

daya alam tetap tersedia dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. 
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4. Dimensi Institusional (Social Capital) 

Dimensi institusional atau modal sosial merujuk pada peran lembaga, 

organisasi, dan norma-norma sosial dalam memfasilitasi kerjasama, 

kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat. Dimensi ini mencakup 

kebijakan, peraturan, tata kelola yang baik, serta kolaborasi antar sektor. 

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada 

bagaimana lembaga dan struktur sosial berfungsi untuk mendukung 

keberlanjutan.   

Pandangan Keiner (2005:4) menunjukkan bahwa pembangunan 

berkelanjutan membutuhkan pendekatan holistik, di mana ekonomi, 

lingkungan, sosial, dan kelembagaan bekerja secara sinergis. Tanpa adanya 

keseimbangan di antara keempat dimensi ini, pembangunan berkelanjutan 

akan sulit dicapai secara efektif dan adil bagi semua pihak serta generasi 

mendatang. 

Isu Pembangunan bekelanjutan sebagai isu penting juga menjadi perhatian 

dunia terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui program 

internasional yang disepakati oleh PBB untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan antara tahun 2000 hingga 2015 dikenal sebagai Millennium 

Development Goals (MDGs). Tujuan ini dirancang untuk mengatasi isu-isu 

global seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, dengan 

kerangka waktu yang jelas. Pada tahun 2012, dalam Konferensi Rio+20 di 

Rio de Janeiro, Brasil, disepakati dokumen penting berjudul The Future We 

Want. Dokumen ini memuat arahan untuk pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional, serta merefleksikan 

pandangan bersama tentang masa depan yang diharapkan (common vision) 

dan komitmen untuk memperbarui upaya menuju pembangunan 

berkelanjutan (renewing political commitment). The Future We Want 

memperkuat dasar-dasar Rio Declaration tahun 1992 dan Johannesburg 

Plan of Implementation tahun 2002, dengan fokus pada tiga isu utama: 
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1. Green Economy dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan 

pengentasan kemiskinan, yang bertujuan untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. 

2. Institutional Framework for Sustainable Development, yaitu 

pengembangan kerangka kelembagaan untuk menguatkan peran 

institusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat 

global. 

3. Framework for Action and Means of Implementation, yang meliputi 

kerangka aksi dan instrumen pendukung pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan. 

Kerangka aksi untuk pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) 

pasca-2015, yang dibentuk oleh PBB, meliputi tiga pilar utama pembangunan 

berkelanjutan yaitu, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Prinsip yang diterapkan 

dalam kerangka ini adalah inklusivitas dan transparansi, yang berarti adanya 

keterbukaan antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk 

menyepakati tujuan pembangunan global. 

Menurut laporan ICSU (2015), terdapat 17 tujuan utama dalam SDGs yang 

meliputi: 

1. Tanpa Kemiskinan. 

2. Tanpa Kelaparan. 

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera. 

4. Pendidikan Berkualitas. 

5. Kesetaraan Gender. 

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak. 

7. Energi Bersih dan Terjangkau. 

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. 

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. 

10. Berkurangnya Kesenjangan. 

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. 

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. 
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13. Penanganan Perubahan Iklim. 

14. Ekosistem Lautan.  

15. Ekosistem Daratan.  

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. 

17.  Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 

SDGs memiliki tiga pilar utama, yaitu keberlanjutan ekonomi yang 

berfokus pada pertumbuhan tanpa merusak lingkungan atau menciptakan 

ketimpangan, keberlanjutan sosial yang menjamin kesetaraan dan keadilan 

bagi seluruh lapisan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan yang 

bertujuan melindungi dan memulihkan ekosistem demi kesejahteraan 

generasi mendatang. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan 

komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor 

swasta, organisasi internasional, masyarakat, dan individu. Implementasi 

SDGs menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti kebutuhan akan 

pembiayaan yang memadai, kerja sama antarnegara yang efektif, serta 

sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan 

kemajuan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan 

pendekatan yang komprehensif ini, SDGs diharapkan dapat menjadi fondasi 

bagi pembangunan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan untuk 

seluruh dunia. 

Konsep pembangunan berkelanjutan ini mberikan pemahaman bahwa 

banyak sekali kerangka dalam memandang Pembangunan berkelanjutan. 

Selain dua teori ini, terdapat teori yang dikemukakan oleh Kates et al. 

(2005:8). Pandangan ini memberikan pemahaman mendalam tentang 

definisi, tantangan, dan pendekatan dalam penerapan pembangunan 

berkelanjutan. Kates dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa 

pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses pembangunan yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia sambil 

melestarikan lingkungan dan sumber daya untuk generasi mendatang. 
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Konsep ini melibatkan upaya untuk menyeimbangkan tujuan pembangunan 

sosial-ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. 

Kates et al. (2005:10-11), menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan 

sebagai suatu upaya yang mencakup dua aspek utama berupa apa yang harus 

dilestarikan dan apa yang harus dibangun. Pada bagian yang harus dibangun 

dan dilestarikan, fokusnya adalah pada dimensi: 

1. Nature (alam), termasuk bumi, biodiversitas, dan ekosistem. 

2. Life support (penunjang kehidupan), yang mencakup layanan 

ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan yang mendukung 

kehidupan manusia. 

3. Community (masyarakat), seperti budaya, kelompok sosial, dan wilayah 

tertentu. 

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diuraikan oleh Kates et al. 

menawarkan pendekatan komprehensif untuk menciptakan keseimbangan 

antara kebutuhan manusia saat ini dan kelestarian sumber daya serta 

lingkungan bagi generasi mendatang. Hal ini mencerminkan pemahaman 

bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai dengan 

mengabaikan salah satu dari pilar utama tersebut, melainkan harus dikelola 

secara terintegrasi dan seimbang 

Teori Kates et al. dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana 

penerapan collaborative governance  berdampak pada keberlanjutan 

kawasan Geopark Merangin. Dengan mengunakan 3 dimensi utama yang 

dari Kates et al. (2005:10-11), yaitu: 

1. Dimensi Nature (Alam), dengan indikatornya: 

a. Kualitas dan keanekaragaman ekosistem, tingkat keberhasilan 

collaborative governance  dalam menjaga dan meningkatkan 

keanekaragaman hayati Geopark Merangin.  
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b. Pemantauan kualitas lingkungan, adanya sistem pemantauan dan 

data kualitas lingkungan (misalnya, kualitas air, tanah, dan udara) 

yang diterapkan sebagai bagian dari manajemen Geopark. 

2. Dimensi Life Support (Penunjang Kehidupan) 

a. Efisiensi dan penggunaan sumber daya alam, Pengelolaan yang 

bijaksana terhadap sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi 

berlebih (misalnya, pengambilan air atau bahan tambang). 

b. Dukungan terhadap kegiatan pariwisata berkelanjutan, jumlah dan 

kualitas inisiatif pariwisata yang ramah lingkungan, termasuk 

kegiatan edukasi bagi pengunjung untuk menjaga kelestarian 

lingkungan. 

3. Dimensi Community (Masyarakat) 

a. Kesejahteraan ekonomi Masyarakat, peningkatan pendapatan 

masyarakat dari kegiatan yang berhubungan dengan Geopark, 

seperti pariwisata dan perdagangan produk lokal. 

b. Pelestarian budaya lokal, keberhasilan dalam menjaga tradisi dan 

budaya masyarakat setempat yang terkait dengan Geopark, termasuk 

peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi. 

c. Kesadaran dan edukasi lingkungan, Jumlah program edukasi dan 

kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya konservasi Geopark. 

Teori Kates et al. (2005) dipilih untuk menjawab rumusan masalah kedua 

karena memberikan pendekatan holistik terhadap keberlanjutan melalui 

dimensi nature, life support, dan community yang relevan dengan konteks 

Geopark Merangin. Teori ini menekankan pada pentingnya menjaga 

keseimbangan antara pelestarian alam, dukungan ekosistem, dan 

pemberdayaan masyarakat, sehingga mendukung pelaksanaan collaborative 

governance yang mencakup partisipasi berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk masyarakat lokal. Selain itu, teori ini memungkinkan pengukuran 

yang konkret melalui indikator yang dapat dioperasionalisasikan sesuai 
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tantangan konservasi di Geopark Merangin, sehingga memungkinkan 

pengelolaan yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan kondisi lokal. 

2.3. Kebijakan Pengembangan Geopark di Indonesia 

Geopark atau Taman Bumi, adalah kawasan yang memiliki warisan geologi 

yang signifikan, mencakup keunikan bentang alam, nilai ilmiah, dan estetika, 

yang dikelola untuk tujuan pelestarian, pendidikan, dan pariwisata 

berkelanjutan (UNESCO, 2015:3). Di Indonesia, Geopark tidak hanya 

menonjolkan aspek geologi, tetapi juga keanekaragaman hayati (biodiversity) 

dan warisan budaya (cultural diversity), yang menjadi pilar utama 

pengembangannya (Rahmasari dan Parameswari, 2020:185). Konsep ini 

diperkenalkan oleh UNESCO melalui program Global Geoparks Network 

(GGN) untuk mempromosikan pengelolaan terpadu kawasan berbasis 

geodiversitas. 

Menurut data dari Jaringan Geopark Indonesia (2023), konsep Geopark mulai 

diadopsi di Indonesia pada sekitar tahun 2008. Inisiatif awal pengembangan 

kawasan berbasis pelestarian geologi dan pembangunan berkelanjutan ini 

diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui 

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pada tahap awal, 

pengembangan difokuskan pada tiga kawasan, yaitu di Bali, Jawa, dan 

Lombok. 

Peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menjadi 

sangat signifikan sejak tahun 2012, khususnya melalui Badan Geologi, yang 

mulai aktif dalam mendukung identifikasi potensi geologi serta 

pengembangan Geopark sebagai bagian dari strategi pelestarian sumber daya 

alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiga Geopark pertama yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai 

Geopark Nasional pada tahun 2011 adalah: 

1. Geopark Nasional Batur (Provinsi Bali). 
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2. Geopark Nasional Pacitan (Provinsi Jawa Timur). 

3. Geopark Nasional Rinjani (Provinsi Nusa Tenggara Barat). 

Kemudian, pada tahun 2013, Geopark Nasional Pacitan dikembangkan 

menjadi Geopark Nasional Gunung Sewu, yang mencakup wilayah tiga 

kabupaten lintas provinsi: Pacitan (Jawa Timur), Wonogiri (Jawa Tengah), 

dan Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Perluasan ini menunjukkan 

pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor dalam pengembangan Geopark, 

serta memperkuat kolaborasi antar-pemerintah daerah dalam pengelolaan 

kawasan berbasis warisan geologi.  

Geopark generasi kedua mulai dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (melalui Ditjen Pengembangan 

Destinasi Pariwisata) dan Kementerian ESDM (melalui Badan Geologi). Dua 

kawasan yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional dalam periode ini adalah: 

1. Geopark Nasional Merangin di Provinsi Jambi (tahun 2013). 

2. Geopark Nasional Toba di Provinsi Sumatera Utara (tahun 2014). 

Kehadiran geopark-geopark ini menandai semakin kuatnya komitmen 

pemerintah dalam mendorong konservasi sumber daya geologi, 

pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi 

masyarakat lokal melalui pendekatan yang berbasis pada potensi geologi unik 

Indonesia. Dimana pengembangan Geopark di Indonesia dimasa awal ini 

belum didukung regulasi khusus, mengandalkan kebijakan sektoral yang 

mendukung pelestarian lingkungan dan pariwisata. Beberap regulasi yang 

digunakan diawal pengembangan geopark di Indonesia antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional. 

Regulasi ini didukung melalui beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri 

ESDM maupun Perda di Tingkat daerah, Kurangnya regulasi terpadu 

mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi atau Geopark, yang menjadi 

tonggak penting dalam pengelolaan geopark di Indonesia. Perpres ini 

mengatur pembentukan Komite Nasional Geopark Indonesia, penetapan 

geopark nasional, dan proses pengusulan ke UNESCO, serta menegaskan 

koordinasi lintas sektor antara kementerian dan pemerintah daerah serta 

keterlibatan Masyarakat dan aktor non negara dalam pengembangan wisata di 

Geopark. Perpres ini diterbitkan pada 25 Januari 2019 dan mulai berlaku pada 

31 Januari 2019, memberikan kejelasan hukum untuk pengembangan geopark 

nasional dan internasional. 

Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Pengembangan Taman Bumi (Geopark) telah memberikan kemajuan yang 

signifikan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan Geopark di 

Indonesia. Sejak diberlakukannya regulasi ini, Indonesia berhasil 

mencatatkan pencapaian penting, yakni dengan 12 Geopark yang telah diakui 

sebagai UNESCO Global Geoparks. Pencapaian ini tidak hanya 

mencerminkan keberhasilan dalam aspek pelestarian, tetapi juga dalam 

membangun citra positif Indonesia di tingkat global dalam bidang konservasi 

dan pariwisata berkelanjutan. 

Perpres ini memberikan kejelasan arah dan landasan hukum yang kuat bagi 

pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program serta kebijakan 

pengembangan Geopark.Kebijakan pengembangan Geopark di Indonesia 

diarahkan pada tiga tujuan utama: 

1. Pelestarian warisan geologi (geo-conservation). 

2. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat (geo-education), 
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3. Pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan (geo-

tourism). 

Implementasi Perpres No. 9 Tahun 2019 telah memberikan dampak positif 

terhadap pengembangan pariwisata di kawasan Geopark di Indonesia. 

Regulasi ini tidak hanya memperkuat aspek konservasi, tetapi juga berperan 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata 

berbasis potensi geologi. Salah satu aspek krusial dalam pengembangan 

Geopark adalah pendekatan kolaboratif. Konsep pengelolaan Geopark di 

Indonesia sejak awal telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 

seperti akademisi, masyarakat lokal, serta organisasi non-pemerintah (NGO). 

Kolaborasi ini menjadi landasan penting dalam memastikan pengelolaan 

Geopark berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. 

Kebutuhan akan kolaborasi semakin mendesak mengingat adanya 

keterbatasan kewenangan dan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Oleh karena itu, kehadiran regulasi formal seperti Perpres No. 

9 Tahun 2019 berfungsi sebagai dasar hukum yang memperkuat bentuk-

bentuk kolaborasi yang telah terbentuk sebelumnya, sekaligus membuka ruang 

bagi pembentukan kolaborasi baru secara lebih terstruktur. Sebagaimana 

ditegaskan oleh Herdinata dan Kohardinata (2019:138), keberhasilan 

kolaborasi dalam pengelolaan kawasan seperti Geopark sangat bergantung 

pada keberadaan kerangka regulasi yang kuat. Regulasi tersebut tidak hanya 

menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi seluruh 

pihak yang terlibat, sehingga proses kolaboratif dapat berjalan secara adil, 

transparan, dan berkelanjutan. 

Meskipun implementasi Perpres No. 9 Tahun 2019 telah membawa dampak 

positif dalam mendorong pengembangan Geopark di Indonesia, namun dalam 

praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk 

mencapai efektivitas kebijakan secara menyeluruh. Salah satu tantangan 

utama terletak pada aspek kelembagaan dan pendanaan. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Lestari dan Indrayati (2022:108) mengungkapkan bahwa 

keberhasilan pengembangan Geopark sangat ditentukan oleh kekuatan 

institusional dan keberlanjutan pendanaan. Temuan mereka menunjukkan 

bahwa sejumlah Geopark di Indonesia masih sangat bergantung pada dana 

hibah untuk mendukung operasional sehari-hari. Ketergantungan ini 

menjadikan program pengembangan tidak memiliki kepastian jangka panjang, 

sehingga berdampak pada kualitas dan kesinambungan aktivitas di lapangan. 

Selain itu, dari sisi kelembagaan, struktur pengelolaan Geopark belum 

sepenuhnya solid, khususnya dalam hal koordinasi lintas sektor dan antar-

pemangku kepentingan. Lemahnya koordinasi menyebabkan berbagai 

kebijakan yang berkaitan dengan Geopark tidak selalu terimplementasi secara 

konsisten di semua level, baik pusat maupun daerah, serta di antara para mitra 

yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Di sisi lain, aspek partisipasi 

masyarakat juga masih menjadi tantangan krusial. Nugrianti (2025:124) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam tingkat 

partisipasi masyarakat lokal. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh 

minimnya edukasi, kurangnya pemahaman mengenai manfaat Geopark, serta 

tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap lembaga 

pengelola. Hal ini berdampak pada keterlibatan masyarakat yang seharusnya 

menjadi bagian penting dari model pengelolaan kolaboratif dalam Geopark. 

Secara keseluruhan saat ini kebijakan pengembangan Geopark di Indonesia 

menunjukkan arah yang progresif, terutama sejak diterbitkannya Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2019 yang memberikan landasan hukum dan arah 

strategis yang jelas. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan lembaga non-

pemerintah. Geopark tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan pelestarian 

warisan geologi, tetapi juga sebagai wahana pendidikan dan pengungkit 

ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan. 
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Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah 

tantangan yang memerlukan perhatian serius. Masalah terkait kelembagaan 

yang lemah, ketergantungan pada pendanaan hibah, serta rendahnya 

partisipasi masyarakat, menjadi hambatan utama yang dapat menghambat 

efektivitas pengelolaan Geopark di berbagai daerah. Kedepannya  

keberhasilan pengembangan Geopark di Indonesia akan sangat ditentukan 

oleh kemampuan semua pihak dalam membangun kolaborasi yang sejati, 

memperkuat tata kelola, serta menjadikan Geopark sebagai bagian integral 

dari pembangunan wilayah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, 

sosial, dan ekonomi. Dengan komitmen bersama dan sinergi lintas sektor, 

Geopark berpotensi menjadi model pembangunan berkelanjutan yang tidak 

hanya menjaga warisan alam, tetapi juga menyejahterakan masyarakat secara 

inklusif dan berkeadilan. 

2.4. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan 

bagaimana penerapan model  collaborative governance dan keberlanjutan 

dalam pengelolaan serta perlindungan Geopark Merangin. Penelitian ini 

bertumpu pada teori collaborative governance yang dikembangkan oleh 

Ansell dan Gash (2008), yang menekankan bahwa efektivitas tata kelola 

kolaboratif ditentukan oleh empat elemen utama, yaitu: (1) kondisi awal yang 

meliputi sejarah konflik, ketidaksetaraan kekuasaan, dan tingkat kepercayaan 

awal antar pemangku kepentingan. (2) kepemimpinan fasilitatif sebagai 

penggerak dialog dan penjaga keseimbangan kepentingan. (3)proses 

kolaboratif yang bersifat inklusif, berbasis musyawarah dan orientasi 

consensus. (4)desain kelembagaan yang memberikan struktur formal dan 

legitimasi terhadap mekanisme kerja sama lintas sektor. Melalui empat 

elemen tersebut, diharapkan terwujud kolaborasi yang mampu menyatukan 

berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan 

lembaga swadaya masyarakat dalam satu visi untuk mengelola dan 

melindungi Geopark Merangin secara berkelanjutan. 
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Untuk mengeksplorasi sejauh mana keberhasilan kolaborasi tersebut 

memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan Geopark Merangin, 

penelitian ini mengacu pada teori pembangunan berkelanjutan oleh Kates et 

al. (2005). Teori ini mengusulkan tiga dimensi utama yang menjadi indikator 

keberlanjutan, yaitu: (1) nature (alam), yang mencakup perlindungan 

terhadap kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan integritas ekosistem. 

(2) life support (penunjang kehidupan), yang mencakup pemanfaatan sumber 

daya secara berkelanjutan untuk mendukung kehidupan Masyarakat. (3) 

community (masyarakat), yang berfokus pada partisipasi masyarakat lokal, 

pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan. Ketiga dimensi ini sangat 

relevan dalam konteks Geopark Merangin yang memiliki nilai geologis 

penting dan sekaligus menjadi tumpuan pembangunan pariwisata serta 

ekonomi lokal. 

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memberikan pijakan analitis untuk 

memahami keterkaitan antara proses kolaboratif antarpemangku kepentingan 

dengan pencapaian tujuan konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan 

pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Geopark Merangin. 

Penelitian ini mengkaji tidak hanya bagaimana kolaborasi dibentuk dan 

dijalankan, tetapi juga bagaimana kolaborasi tersebut berdampak terhadap 

keberlanjutan kawasan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara 

holistik. 
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Gambar 2. Kerangka Pikir. 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2024. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami 

secara mendalam fenomena penerapan collaborative governance dalam 

pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin, serta mengeksplorasi 

dampaknya terhadap keberlanjutan kawasan. Pendekatan kualitatif 

sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2007:23), merupakan suatu metode 

penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena 

sosial serta pengalaman manusia dalam konteks tertentu. Pemilihan pendekatan 

ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengkaji interaksi dan 

dinamika antar-pemangku kepentingan secara kontekstual, termasuk 

pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, sektor swasta, dan lembaga 

non-pemerintah. 

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif, 

mengidentifikasi tantangan-tantangan kolaboratif, serta memahami bagaimana 

setiap aktor berperan dalam proses pengambilan keputusan kolektif dan 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan Geopark. Penelitian kualitatif juga 

relevan dalam menganalisis dimensi keberlanjutan kawasan melalui pendekatan 

Kates et al. (2005), yang meliputi aspek nature (alam), life support (penunjang 

kehidupan), dan community (masyarakat), yang tidak dapat diukur secara linier 

namun perlu dipahami melalui interpretasi dan pengalaman para pelaku di 

lapangan. 

Geopark Merangin sebagai objek penelitian memiliki kompleksitas tinggi 

karena melibatkan beragam aktor dengan kepentingan dan pandangan yang 

berbeda dalam mengelola warisan geologi, pengembangan pariwisata 

berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan 
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kualitatif dinilai paling tepat untuk menangkap dinamika sosial, proses 

musyawarah, praktik kolaboratif, serta implikasi kebijakan dalam konteks lokal. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh dan mendalam 

tentang sejauh mana kolaborasi antar-pemangku kepentingan telah 

berkontribusi terhadap tujuan perlindungan dan pengembangan kawasan 

Geopark Merangin secara berkelanjutan. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana peneliti 

melaksanakan kegiatan pengumpulan data secara langsung guna memperoleh 

informasi yang akurat dan relevan terhadap fokus kajian. Moleong (2017:22) 

menyatakan bahwa pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena di sanalah 

peneliti melakukan pengamatan mendalam terhadap fenomena yang diteliti, 

berinteraksi dengan informan kunci, serta menggali konteks sosial dan 

institusional yang melatarbelakangi permasalahan penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan fokus utama pada 

Badan Pengelola Geopark Merangin sebagai pusat aktivitas pengelolaan dan 

perlindungan kawasan Geopark. 

Lokasi ini dipilih karena merupakan titik sentral dalam implementasi 

collaborative governance antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah 

daerah, masyarakat lokal, akademisi, sektor swasta, dan organisasi non-

pemerintah. Keberadaan Badan Pengelola memiliki peran strategis dalam 

menjembatani komunikasi, merancang kebijakan, serta memastikan 

keterpaduan antara fungsi konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat lokal. Dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan dapat 

menggali secara mendalam dinamika kolaborasi, tantangan kelembagaan, serta 

dampak nyata dari penerapan model tata kelola kolaboratif terhadap 

keberlanjutan kawasan Geopark Merangin. 
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3.3. Fokus Penelitian  

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan collaborative 

governance dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan di kawasan 

Geopark Merangin. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana model tata kelola 

kolaboratif berdampak terhadap keberlanjutan kawasan ini. Melalui teori 

collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), penelitian ini akan 

menilai bagaimana penerapan kolaborasi dalam dalam pengembangan 

destinasi wisata berkelanjutan di kawasan Geopark Merangin. Apakah  berhasil 

atau tidak berhasil dalam menyelaraskan antara fungsi ekonomi 

(Pemberdayaan Masyarakat) dengan Fungsi Konservasi. Ansell dan Gash 

(dalam Kurniadi, 2020:57-58) dalam teorinya menjelasakan 4 dimensi untuk 

mengukur keberhasilan sebuah tata kelola kolaborasi, dengan fokusnya antara 

lain: 

1. Kondisi Awal (Starting Conditions) dengan indikator pengukuran:  

a. Distibusi sumber daya di antara pemangku kepentingan.  

b. Sejarah kolaborasi dan tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang 

terlibat. 

c. Insentif untuk berkolaborasi, termasuk potensi keuntungan bersama. 

2. Fasilitasi Kepemimpinan (Facilitative Leadership) dengan indikator 

pengukuran:  

a. Membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.  

b. Memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur selama proses 

kolaboratif. 

3. Proses Kolaboratif (Collaborative Process) dengan indikator 

pengukuran:  

a. Tingkat kepercayaan yang terbangun selama interaksi kolaboratif. 

b. Komitmen bersama terhadap tujuan kolaborasi dan pemahaman 

yang sama tentang masalah yang dihadapi. 

4. Desain Kelembagaan (Institutional Design) dengan indikator 

pengukuran:  
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a. Adanya aturan formal dan informal yang mendukung proses 

kolaboratif.  

b. Prosedur pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan di 

antara pemangku kepentingan. 

Selain itu, fokus penelitian ini mencakup dampak keberlanjutan kawasan 

Geopark Merangin. Melalui tiga dimensi utama dari teori Kates et al. 

(2005), penelitian ini akan menganalisis apakah kolaborasi dalam 

perlindungan dan pengelolaan melalui pengemabnagan destinasi wisata di 

Geopark Merangin berdampak baik atau tidak baik terhadap keberlanjutan 

kawasan ini. Untuk melihat dampak positif atau negatif dari kolaborasi ini 

maka dapat dilihat melalui  fokus pada: 

1. Nature, penelitian akan menilai upaya pelestarian alam dan 

keanekaragaman hayati.  

2. Life Support, penelitian akan melihat bagaimana pengelolaan sumber 

daya alam serta optimalisasi potensi yang dimiliki. 

3. Community, penelitian akan meninjau keterlibatan masyarakat lokal 

dalam kegiatan pelestarian dan dampak sosial-ekonomi dari 

pengelolaan Geopark.  

Fokus ini penting untuk memahami berhasil atau tidak berhasil penerapan 

collaborative governance dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan 

kawasan yang berkelanjutan. Selain itu juga untuk melihat dampak yang 

diberikan terhadap keberlanjutan upaya konservasi, edukasi dan 

kesejahteraan Masyarakat yang ada di Geopark Merangin. 

3.4. Informan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling 

dalam menentukan informan. Teknik purposive sampling melibatkan 

pemilihan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu yang sesuai 

dengan tema penelitian, sehingga informan yang dipilih memiliki informasi 

yang relevan terkait aspek yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, 
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peneliti dapat memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki kapasitas 

dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang sedang 

diteliti, serta kemampuan untuk memberikan wawasan yang signifikan 

tentang topik tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih 

informan yang dianggap memiliki keterlibatan langsung dengan 

pelaksanaan kebijakan collaborative governanace dalam pengelolaan dan 

perlindungan Geopark merangin. Serta memiliki pengetahuan mendalam 

tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi 

kebijakan  ini. Beberapa informan yang dipilih oleh penulis antara lain: 

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian. 

No.  Instansi  Nama  Jabatan Alasan 

 

1. BAPPEDA 

Kabupaten 

Jambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemmy Riga, S.S.P., 

M.Si. 

 

 

Kasubbid. 

Perencanaan 

Prasarana 

Wilayah  

 

Berperan dalam perencanaan 

pembangunan wilayah, 

khususnya dalam aspek 

infrastruktur yang menunjang 

pengembangan Geopark 

Merangin. Wawasannya 

penting dalam memahami 

bagaimana kebijakan 

pembangunan daerah 

diintegrasikan dengan 

perlindungan dan pemanfaatan 

kawasan Geopark secara 

berkelanjutan. Selain itu 

pandanganya diperlukan untuk 

melihat keterlibatan 

BAPPEDA yang merupakan 

inisiator dalam kolaborasi ini. 

 

2.  Universitas 

Jambi 

Dr. Agus, S.Sos., 

M.Hum. 

General Manager 

BP Geopark 

Merangin & 

Akademisi 

Universitas Jambi 

Sebagai General Manager 

Badan Pengelola Geopark (BP 

Geopark) Merangin, beliau 

memiliki pemahaman 

mendalam tentang kebijakan, 

strategi pengelolaan, dan 

tantangan yang dihadapi dalam 

menjaga status Geopark 

Merangin. Sebagai akademisi, 

beliau juga dapat memberikan 

perspektif ilmiah terkait 

konsep collaborative 

governance dalam pengelolaan 

geopark serta keterlibatan 
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No.  Instansi  Nama  Jabatan Alasan 

Universitas Jambi dalam 

kolaborasi ini. 

 

3. Badan Pengelola 

Geopark 

Merangin  

Eko Wahyudi Geolog Lokal 

Badan Pengelola 

Geopark 

Merangin 

Memiliki keahlian dalam aspek 

geologi kawasan Geopark 

Merangin dan dapat 

memberikan wawasan terkait 

nilai ilmiah yang mendukung 

pengakuan geopark. 

Pandangannya krusial dalam 

menilai efektivitas kebijakan 

pelestarian situs geologi serta 

dampak aktivitas manusia 

terhadap keutuhan kawasan 

Geopark Merangin. 

 

4. Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Merangin 

 

Syafrani, ST., M.Si. Kepala Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kabupaten 

Merangin 

Sebagai yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan 

lingkungan di Kabupaten 

Merangin, pandangan beliau 

dapat memberikan wawasan 

tentang pengawasan terhadap 

aktivitas yang dapat merusak 

ekosistem, seperti PETI 

(Penambangan Emas Tanpa 

Izin), perambahan hutan dll. 

Informasinya penting dalam 

memahami kebijakan 

perlindungan lingkungan di 

kawasan Geopark serta kendala 

dalam implementasinya. 

 

5. Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Kab. Merangin 

Weni Rahmayeni, 

S.Sos., M.M. 

 

Kabid Seni dan 

Kebudayaan 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kab. Merangin 

Berperan memberikan 

pandangan tentang 

pengembangan dan pelestarian 

budaya lokal yang menjadi 

bagian dari warisan Geopark 

Merangin. Wawasannya 

penting dalam melihat 

bagaimana aspek budaya dan 

sejarah diintegrasikan dalam 

pengelolaan geopark, serta 

program yang telah dilakukan 

untuk menjaga kelestarian 

nilai-nilai budaya lokal. 

 

6. Dinas PUPR 

Kabupaten 

Merangin 

Masyur Efendi, S.T. 

 

Kabid Tata Ruang  Berperan dalam perencanaan 

tata ruang dan pengembangan 

infrastruktur yang menunjang 

aksesibilitas serta daya tarik 

wisata di kawasan geopark. 

Dapat memberikan wawasan 
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No.  Instansi  Nama  Jabatan Alasan 

mengenai bagaimana 

kebijakan tata ruang 

diselaraskan dengan upaya 

konservasi lingkungan dan 

pengembangan ekowisata. 

Serta melihat keterlibatan 

Dinas PUPR dalam kolaborasi. 

 

7. Dinas 

Pariwisata, 

Pemuda, dan 

Olahraga  

(DISPARPORA) 

Kabupaten 

Merangin 

Ismita, S.E. 

 

Pengawas 

Pariwisata 

Memiliki peran dalam 

pengelolaan sektor pariwisata 

dan program pemberdayaan 

masyarakat di Geopark 

Merangin. Perspektifnya 

membantu memahami 

bagaimana kebijakan 

pariwisata mendukung 

keterlibatan masyarakat lokal 

dan tantangan yang dihadapi 

dalam pengembangan 

ekowisata. 

 

8.  Dinas Koperasi, 

UKM, 

Perdagangan 

Dan 

Perindustrian  

Kabupaten 

Merangin 

Ali Mutahar, S.Pt. 

 

Kabid Koperasi 

dan UKM 

Bertanggung jawab dalam 

pengembangan ekonomi 

berbasis koperasi dan UKM, 

yang berperan dalam 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat lokal di sekitar 

Geopark Merangin. 

Informasinya penting untuk 

memahami bagaimana inisiatif 

ekonomi lokal dikembangkan 

sebagai bagian dari ekowisata 

berkelanjutan. 

 

9.  POKDARWIS 

Dua Sahabat 

Desa Air Batu 

Abdul Gopur 

 

Ketua 

POKDARWIS 

Dua Sahabat Desa 

Air Batu 

Sebagai Ketua Kelompok 

Sadar Wisata (Pokdarwis), ia 

memiliki pengalaman langsung 

dalam pengelolaan wisata 

berbasis masyarakat. 

Wawasannya sangat penting 

dalam memahami peran 

komunitas lokal dalam 

pengembangan wisata, 

tantangan yang dihadapi, serta 

strategi yang diterapkan untuk 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Serta untuk 

melihat keterlibatan 

POKDARWIS dalam 

kolaborasi di kawasan Geopark 

Merangin. 
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No.  Instansi  Nama  Jabatan Alasan 

10. Tokoh 

Masyarakat di 

Kawasan Inti 

Geopark 

Merangin 

Syamsul Huda 

 

Penggiat Wisata 

di Kawasan Inti 

Geopark 

Merangin  

Sebagai pelaku wisata dan 

tokoh masyarakat, ia memiliki 

pengalaman dalam mendukung 

ekowisata berbasis komunitas. 

Perspektifnya penting dalam 

memahami bagaimana 

masyarakat melihat dampak 

Geopark Merangin terhadap 

ekonomi lokal serta peran 

mereka dalam pengelolaan 

kawasan. 

 

11. Tokoh 

Masyarakat 

dikawasan situs 

Perkampungan 

Rumah Tuo 

Rantau Panjang 

Iskandar AG Tokoh Adat Dan 

Pewaris Ke-17 

Situs Rumah Tuo 

Rantau Panjang 

Sebagai tokoh adat, ia memiliki 

wawasan mendalam tentang 

nilai budaya dan sejarah yang 

terkait dengan Rumah Tuo 

Rantau Panjang, yang 

merupakan bagian dari 

Geopark Merangin. 

Informasinya penting untuk 

memahami bagaimana tradisi 

dan nilai budaya lokal 

dipertahankan dalam era 

modernisasi serta peran 

masyarakat adat dalam 

konservasi budaya. 

Sumber: Olahan Peneliti, (2024). 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa sumber data untuk 

menjelaskan dan memperkuat analisisnya. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Sugiyono (2016:12), terdapat dua jenis sumber data utama yang digunakan: 

3.5.1. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan informan utama yang dipilih melalui teknik 

purposive sampling, yang meliputi beberapa pihak dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Badan Pengelola Geopark 

Merangin, tokoh masyarakat, kelompok pengelola situs Geopark, dan 

akademisi. Data yang diperoleh dari wawancara ini memberikan 

perspektif langsung dan mendalam tentang implementasi kebijakan 
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collaborative governance dalam pengelolaan dan perlindungan 

Geopark Merangin. 

3.5.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber yang 

telah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi, laporan, artikel ilmiah, 

buku, dan statistik yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder 

meliputi dokumen kebijakan pemerintah terkait pengelolaan Geopark, 

laporan tahunan Badan Pengelola Geopark Merangin, publikasi 

ilmiah tentang collaborative governance dan pengelolaan Geopark, 

serta data statistik terkait kondisi lingkungan dan sosial ekonomi di 

kawasan tersebut. Data sekunder ini memberikan kerangka yang lebih 

luas untuk memahami konteks pengelolaan Geopark dan mendukung 

analisis yang dilakukan terhadap data primer. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berperan penting dalam memperoleh informasi 

yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan yang 

diajukan. Seperti yang dikemukakan oleh Nasir (dalam Riduwan, 2013:24), 

teknik ini merupakan instrumen penting dalam memastikan kualitas data yang 

dihasilkan. Data yang dikumpulkan dapat berbentuk numerik, tulisan, 

informasi verbal, dan bentuk lain yang relevan dengan fokus penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi 

untuk mengumpulkan data. 

3.6.1. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur (semi-

structured interview) dan wawancara mendalam (in-depth interview) 

sebagai metode utama. Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

telah disusun, metode ini tetap fleksibel dalam menggali informasi 

dari perspektif dan pengalaman informan. Pendekatan ini memberikan 

keleluasaan dalam mengembangkan pertanyaan sesuai respons. 
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Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh 

pemahaman mendalam tentang penerapan collaborative governance 

dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin. 

3.6.2. Observasi  

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data langsung mengenai praktik collaborative governance  dan 

kondisi keberlanjutan di kawasan Geopark Merangin. Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati interaksi antara berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, 

akademisi, dan sektor swasta, dalam kegiatan pengelolaan dan 

pelestarian Geopark. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap 

kegiatan rapat koordinasi, program konservasi, sosialisasi kebijakan, 

serta berbagai kegiatan komunitas yang berkaitan dengan pelestarian 

lingkungan dan budaya. 

Melalui observasi ini, peneliti juga mengumpulkan data visual dan 

catatan lapangan mengenai kondisi lingkungan di Geopark Merangin, 

seperti keberadaan keanekaragaman hayati, kondisi ekosistem, serta 

infrastruktur pendukung wisata dan konservasi. Selain itu, observasi 

bertujuan untuk mencatat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 

Geopark, termasuk partisipasi mereka dalam program-program yang 

bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan peningkatan 

kesejahteraan sosial-ekonomi. Data yang diperoleh dari observasi ini 

akan digunakan untuk mendukung analisis mengenai sejauh mana 

penerapan collaborative governance  berdampak pada keberlanjutan 

lingkungan, sosial, dan budaya di kawasan Geopark Merangin.  

3.6.3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan dan menelaah data tertulis serta materi lain yang 

relevan dengan penerapan collaborative governance  dan 
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keberlanjutan di Geopark Merangin. Sumber dokumentasi mencakup 

dokumen resmi seperti peraturan daerah, kebijakan, laporan tahunan, 

serta risalah rapat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan 

instansi terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dari 

laporan penelitian, artikel jurnal, berita, serta publikasi lain yang 

membahas tentang pengelolaan Geopark Merangin, program 

konservasi, dan keterlibatan masyarakat lokal. 

Dokumentasi ini penting untuk mendapatkan gambaran yang 

komprehensif tentang proses pengambilan keputusan, kebijakan 

pengelolaan, serta hasil dari berbagai program kolaboratif yang telah 

dilakukan. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis rekam 

jejak pelaksanaan collaborative governance  dan mengidentifikasi 

tantangan serta keberhasilan yang telah dicapai. Data dokumentasi 

juga digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara, 

sehingga memberikan dasar yang kuat dalam mengukur dampak 

penerapan collaborative governance  terhadap keberlanjutan Geopark 

Merangin, khususnya dalam dimensi lingkungan, ekosistem 

penunjang kehidupan, dan kesejahteraan sosial budaya masyarakat. 

3.7. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari lapangan akan diolah kembali oleh peneliti 

melalui beberapa tahapan teknik analisis, tahapan ini mencakup: 

3.7.1. Editing Data 

Pelaksanaan pengeditan data bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam daftar pertanyaan 

yang telah diisi sejauh mungkin (Cholid & Achmadi, 2016:43). Proses 

pengeditan ini melibatkan langkah-langkah pengecekan atau 

klarifikasi terhadap data yang sudah terkumpul, termasuk informasi 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di 

lapangan. Dalam tahapan ini, peneliti memastikan bahwa setiap 
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bagian dari data yang terkumpul lengkap, akurat, dan konsisten, 

sehingga data tersebut dapat digunakan secara efektif dalam analisis 

berikutnya. Pengeditan data juga berfungsi untuk mengeliminasi 

kemungkinan adanya bias atau kesalahan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian, dengan cara meninjau ulang setiap jawaban dan 

catatan yang telah diperoleh, serta melakukan penyesuaian atau 

koreksi yang diperlukan agar data tersebut benar-benar mewakili 

kondisi yang sebenarnya di lapangan. 

3.7.2. Interpretasi Data 

Langkah interpretasi data dalam penelitian ini mencakup analisis dan 

eksplorasi makna dari hasil yang telah diperoleh. Interpretasi 

bertujuan untuk menjelaskan dan menemukan signifikansi hasil 

analisis baik secara teoretis maupun praktis dalam konteks penelitian 

(Silalahi, 2010:12). Setelah data melalui proses pengeditan, penelitian 

ini akan mengevaluasi data tersebut, kemudian menyajikan penjelasan 

atau interpretasi yang mendalam. Pada tahap akhir, peneliti akan 

menyimpulkan hasil penelitian, memberikan gambaran yang jelas 

tentang temuan, serta implikasi teoritis dan praktis yang relevan 

dengan topik penelitian. Proses interpretasi ini merupakan langkah 

krusial untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya akurat, 

tetapi juga bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sejak awal. 

3.8. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memastikan keabsahan 

data adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pendekatan 

yang melibatkan pemanfaatan berbagai sumber data untuk memverifikasi dan 

memperkuat temuan penelitian. Menurut Denzin dalam (Sugiyono, 2016: 56), 

triangulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh 

dari satu sumber dapat dipastikan kebenarannya dengan mencocokkannya 

dengan data dari sumber lain. 
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Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan 

data yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci, observasi 

lapangan, dan dokumen atau arsip resmi yang terkait dengan pengelolaan 

Geopark Merangin. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat konsistensi antara 

informasi yang disampaikan oleh para informan dan data yang diperoleh 

melalui pengamatan langsung serta dokumentasi yang ada. Pendekatan ini 

juga memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dan 

pengalaman dari informan yang berbeda, sehingga data yang dihasilkan lebih 

komprehensif dan akurat. Dengan triangulasi sumber, diharapkan bahwa hasil 

penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terpercaya 

mengenai dinamika pengelolaan Geopark Merangin serta peran modal sosial 

dalam konteks tersebut. 

 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

  

4.1. Kabupaten Merangin 

Kabupaten merangin merupakan 1 dari 11 Kabupaten/Kota yang menjadi 

bagian dari Provinsi Jambi. Kabupaten ini memiliki sejarah panjang yang 

berawal dari pembentukan wilayah administratif di Provinsi Jambi. Pada tahun 

1956, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 wilayah ini dikenal 

sebagai Kabupaten Merangin yang mencakup kewedanan Bangko, Sarolangun, 

Bungo, dan Tebo, dengan ibu kota di Muaro Bungo. Namun, aktivitas 

pemerintahan lebih banyak berpusat di Bangko. Pada tahun 1958, akibat 

konflik PRRI, kantor Bupati Merangin di Bangko dibakar, sehingga pusat 

pemerintahan sementara dipindahkan ke Muaro Bungo. Kemudian, pada tahun 

1965, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965, wilayah ini dimekarkan 

menjadi Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Tanjung Jabung, 

dengan ibu kota Kabupaten Sarolangun Bangko ditetapkan di Bangko. 

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten 

Sarolangun Bangko kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Merangin dan 

Kabupaten Sarolangun, dengan ibu kota Kabupaten Merangin tetap di Bangko. 

4.1.1. Kondisi Geografi 

Kabupaten Merangin terletak di antara 101°32'39" – 102°38'35" Bujur 

Timur dan 1°39'23" – 2°46'9" Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan 

dengan Kabupaten Bungo di sebelah utara, Kabupaten Sarolangun di 

timur, Kabupaten Lebong di selatan, serta Kabupaten Kerinci di sebelah 

barat. Secara keseluruhan, luas Kabupaten Merangin mencapai 7.679 

km², yang mencakup berbagai kawasan administratif dan geografis. 

Dengan 24 Kecamatan dan 10 Kelurahan dan 205 Desa. 
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Gambar 3.  Peta Administrasi Kabupaten  Merangin. 

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka (BPS Merangin, 2024). 

Ketinggian wilayah ini berkisar antara 10 hingga 1.206 meter di atas 

permukaan laut (mdpl), dengan bentang alam yang umumnya 

bergelombang. Dataran rendah berada pada ketinggian 0–100 mdpl 

dan mencakup sekitar 42,77% dari total luas kabupaten. Wilayah 

dataran sedang, dengan ketinggian antara 100–500 mdpl, meliputi 

sekitar 32,52% dari luas wilayah. Sementara itu, dataran tinggi 

tersebar di beberapa kecamatan, seperti Jangkat, Sungai Tenang, 

Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Muara Siau, dan Tabir Ulu. 

Kemiringan lereng di wilayah ini bervariasi, dengan lereng >40% 

mencakup sekitar 35,93% dari total luas kabupaten. 

4.1.2. Kondisi Demografi 

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS (2024) jumlah 

penduduk Kabupaten Merangin pada tahun 2024 mencapai 393.299 

jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 7.668,61 km², hal ini 
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menghasilkan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 51 jiwa per km². 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin menunjukkan tren 

penurunan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat 

sebesar 8,40%, mengalami penurunan sebesar 0,50 poin persentase 

dibandingkan Maret 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin 

pada periode tersebut adalah sekitar 33.490 jiwa.  Penduduk 

Kabupaten Merangin mayoritas bekerja di sektor pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan yang menjadi sumber penghasilan 

utama. Komoditas unggulan yang dihasilkan meliputi karet, kelapa 

sawit, kopi, dan padi, di mana karet menjadi komoditas utama yang 

banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Selain itu, sebagian 

penduduk juga bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil 

menengah. 

4.2. Geopark Merangin  

Taman Bumi Merangin Jambi atau Geopark Merangin adalah kawasan geopark 

Global UNESCO yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, 

Indonesia, dengan luas wilayah mencapai 4.832,31 km². Geopark ini dikenal 

karena fosil flora unik berusia sekitar 300 juta tahun dari periode Permian 

Awal, yang merupakan satu-satunya yang tersisa dan terpapar di dunia. Fosil-

fosil ini ditemukan di sepanjang Sungai Merangin dan menjadi bukti penting 

dari fragmen Cathaysialand, termasuk fosil Araucarioxylon dan Agathoxylon.  

Selain kekayaan fosilnya, Geopark Merangin juga memiliki keragaman 

geologis lainnya, seperti bentang alam karst di wilayah Sungai Manau dan 

kompleks Gunung Masurai yang terbentuk akibat fenomena vulkanik tektonik. 

Kawasan ini menawarkan berbagai lanskap menarik, termasuk danau, air 

terjun, dan manifestasi geotermal yang masih aktif hingga saat ini.  

Sejak tahun 2013, Geopark Merangin telah ditetapkan sebagai Geopark 

Nasional Indonesia. Geopark Merangin Jambi secara resmi diterima sebagai 

anggota UNESCO Global Geopark berdasarkan hasil Sidang ke-7 UNESCO 

Global Geoparks Council yang dilaksanakan secara daring. Pengumuman 

resmi mengenai keanggotaan ini disampaikan dalam sidang Dewan Council 
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pada Maret 2023 di Paris, Prancis. Selanjutnya, penyerahan piagam 

keanggotaan berlangsung pada 10 September 2023 di Marrakech, Maroko, 

dalam Konferensi Internasional UNESCO Global Geopark ke-10. 

Keanggotaan ini menegaskan pentingnya Geopark Merangin sebagai warisan 

geologi dunia yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, serta potensi 

pengembangan berkelanjutan. 

Kawasan Geopark Merangin sendiri dirancang dengan 3 tujuan utama dalam 

pengembangannya yaitu Konservasi, edukasi dan ekonomi. Tiga pilar 

pengembangan ini menjadi arah bagi pengembangan kawasan Geopark 

Merangin. Selain ini, kawasan ini juga menjadi bagian dari proses 

Pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk melestarikan dan 

melindungi warisan geologi (Geodiversity), warisan hayati (Biodiversity) dan 

warisan budaya (Cultural-diversity). Sinergi ketiga pilar ini tidak hanya 

menunjang pengembangan kawasan Geopark berbasis konservasi dan edukasi, 

tetapi juga mendukung program pembangunan berkelanjutan yang melibatkan 

peran aktif masyarakat lokal melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi 

berbasis sumber daya alam dan budaya setempat.  

  

Gambar 4. Peta Kawasan Geopark Merangin. 

Sumber: Badan Pengelola Geopark Merangin, (2025). 
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Kawasan Geopark Merangin mencakup hampir ¾ luas keseluruhan dari  

Kabupaten Merangin.  Dari peta diatas digambarkan bahwa wilayah Geopark 

merangin mencakup berbagai jenis wilayah yang dikuasai baik pemerintah, 

lahan pribadi hingga lahan konservasi seperti Taman Nasional. Hal ini lah yang 

menjadikan pengelolaan dan perlindungan kawasan ini menerapkan konsep  

tata kelola kolaboasi antar aktor dan Lembaga yang terlibat.  Selain itu juga 

turut menuntut peran serta Masyarakat dalam mengelola dan melestarikan 

kawasan ini.  Oleh karena itu pada tahun 2019 terbentuklah Badan Pengelola 

(BP) Geopark Merangin sebagai wadah mengakomodasi semua ihak terkait 

dalam pengembangan, perlindungan dan pelestarian kawasan ini. 

Geopark Merangin, yang berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola (BP) 

Geopark Merangin, memiliki visi besar yaitu “Terwujudnya Kawasan Geopark 

Merangin berdaya saing global.” Visi ini mencerminkan komitmen kuat untuk 

mengembangkan kawasan geopark yang tidak hanya unggul secara lokal, tetapi 

juga mampu bersaing di tingkat internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, 

BP Geopark Merangin menetapkan lima misi strategis yang menjadi landasan 

utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Misi tersebut antara lain: 

1. Memperbaiki dan meningkatkan aktivitas konservasi. 

2. Meningkatakan pembangunan Geopark Merangin Jambi berbasis 

paleobotani. 

3. Menjadikan Geopark Merangin Jambi sebagai pusat penelitian, 

pendidikan  berskala global. 

4. Peningkatan  nilai  jual produk  lokal. 

5. Meningkatakan tata kelola kelembagaan geopark bestandar internasional. 

Geopark Merangin sebagai kawasan yang dibangun dengan salah satu 

fungsinya yaitu konservasi dan ekonomi melalui pemberdayaan Masyarakat 

memiliki potensi yang besar. Kawasan ini memiliki beberapa situs yang perlu 

dilindungi. Diantaranya yaitu terdiri dari 19 situs warisan geologi 

(Geodiversity) yang berstatus lokal hingga internasional. Selain itu juga 

memiliki warisan budaya dan flora serta fauna yang perlu dilindungi. Sebagai 

kawasan yang berkonsep berkelanjutan, kawasan ini didesain sebagai pusat 
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edukasi, konservasi hingga kawasan pemberdayaan Masyarakat. Sebagai 

daerah pilar pendukung pembangunan berkelajutan, kawasan geopark 

Merangin memegang peran strategis bagi terwujudnya Pembangunan yang 

berkelanjutan. 

4.3. Badan Pengelola Geopark Merangin 

Badan Pengelola Geopark Merangin (BP Geopark Merangin) merupakan 

lembaga non-Organisasi Perangkat Daerah (non-OPD) yang dibentuk oleh 

Pemerintah Kabupaten Merangin. Badan ini dibentuk sebagai respons terhadap 

kebutuhan pengelolaan dan perlindungan kawasan Geopark Merangin secara 

komprehensif dan berkelanjutan. Sejak kawasan ini ditetapkan sebagai Geopark 

Nasional Indonesia pada tahun 2013, keberadaan badan pengelola menjadi 

sangat penting dalam mengatur, melestarikan, dan mengembangkan potensi 

geologi, hayati, dan budaya yang ada di kawasan tersebut. 

Pembentukan BP Geopark Merangin dilandasi oleh kebutuhan akan tata kelola 

yang responsif terhadap tantangan pengelolaan kawasan yang kompleks. 

Struktur organisasi badan ini dirancang secara berlapis (multilayer), yang 

mencerminkan prinsip partisipasi dan kolaborasi. Dewan Penasihat diisi oleh 

pejabat tinggi, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, sedangkan 

Dewan Pengawas dipimpin langsung oleh Bupati Merangin. Dalam 

pelaksanaan teknis, Dewan Pengelola dan Dewan Ahli memainkan peran sentral 

dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program geopark, dengan 

dukungan dari Sekretariat serta unit pengelola situs yang mencakup aspek 

geologi, hayati, dan budaya. 

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, 

pengembangan Geopark Merangin diarahkan untuk mendukung pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), 

terutama melalui pengembangan destinasi wisata berbasis pelestarian. Amanat 

ini dipertegas melalui Permen PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 yang 

menekankan pentingnya aksi konkret dalam pengembangan geopark yang 

berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, keterbatasan kapasitas 
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pemerintah daerah dalam menjangkau keseluruhan kawasan geopark telah 

mendorong lahirnya tata kelola kolaboratif (collaborative governance) sebagai 

pendekatan strategis dalam mengelola kawasan ini. 

Saat ini, pengelolaan Geopark Merangin dijalankan melalui keterlibatan aktif 

sepuluh pemangku kepentingan utama. BP Geopark Merangin berfungsi 

sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan kepentingan dan peran 

seluruh pihak.  Melalui kerangka kolaboratif ini, Geopark Merangin diarahkan 

untuk tidak hanya menjadi kawasan konservasi, tetapi juga pusat edukasi dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berstandar internasional. Kolaborasi 

lintas sektor ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan kawasan 

secara lebih integratif dan berkelanjutan, serta mendorong Geopark Merangin 

menuju pengakuan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. 

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 

menjadi tonggak penting dalam memperjelas tugas dan fungsi Badan Pengelola 

Geopark Merangin (BP Geopark Merangin) sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan Geopark Merangin. 

Regulasi ini menjadi landasan hukum yang menegaskan bahwa pengelolaan 

kawasan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pelestarian warisan geologi, 

hayati, dan budaya, tetapi juga pada pengembangan kawasan secara 

berkelanjutan melalui tata kelola yang terstruktur dan kolaboratif. 

Penguatan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bupati Merangin 

Nomor 85 Tahun 2019 tentang Badan Pengelola Taman Bumi (Geopark) 

Merangin Jambi, yang memberikan arah operasional yang lebih rinci bagi 

lembaga pengelola. Peraturan tersebut mengatur mekanisme internal organisasi 

BP Geopark, termasuk pengaturan masa bakti keanggotaan selama tiga tahun, 

serta pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala setiap tahunnya. Langkah ini 

menjadi penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas 

kerja badan pengelola, terutama dalam mengoordinasikan peran berbagai 

pemangku kepentingan. Selain itu BP Geopark Merangin memiliki tanggung 

jawab langsung kepada Gubernur dan Bupati dalam menjalankan tugasnya. 
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Secara garis besar berdasarkan Pebup ini BP Geopark Merangin memiliki tugas 

pokok dan fungsi sebagai berikut: 

1. Membina, mengelola, menyelenggarakan, dan mengembangkan Geopark 

Merangin Jambi. 

2. Melakukan koordinasi, moderasi, sinkronisasi, dan sosialisasi 

pengembangan destinasi. 

3. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada dewan 

pengawas Geopark nasional Merangin Jambi secara berkala dan sewaktu 

waktu diperlukan. 

4. Membangun komunikasi, Kerjasama, dan kemitraan Pembangunan 

destinasi pariwisata antara Masyarakat, pemerintah, industri pariwisata dan 

akdemisi, serta pers atau media. 

Berikut merupakan struktur organisasi Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi 

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Merangin No. 329 tahun 2022 tentang 

Pengangkatan Badan Pengelola Taman Bumi (Geopark) Merangin Jambi Periode 

2022-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Merangin 

Sumber:   Badan Pengelola Geopark Merangin (2025). 
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BP Geopark Merangin memainkan peran sentral dalam menjembatani kolaborasi 

antara berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pengelolaan dan 

pengembangan kawasan Geopark Merangin secara berkelanjutan. Sebagai lembaga 

yang berperan sebagai eksekutor sekaligus fasilitator, BP Geopark Merangin 

memastikan bahwa setiap kepentingan yang ada dapat diakomodasi dan 

diharmonisasikan dalam satu visi bersama. Kolaborasi ini melibatkan berbagai 

pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, komunitas lokal, 

serta organisasi non-pemerintah, yang bersama-sama berkontribusi dalam menjaga 

keseimbangan antara konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi berbasis 

pariwisata. Dengan peran strategisnya, BP Geopark Merangin tidak hanya 

memastikan keberlanjutan kerja sama lintas sektor, tetapi juga mendorong inovasi 

dan inisiatif yang memperkuat daya saing kawasan ini sebagai destinasi geopark 

berskala global. Melalui berbagai program yang mendukung pengelolaan sumber 

daya alam secara bijak, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, serta penyediaan 

infrastruktur pendukung pariwisata, BP Geopark Merangin terus berupaya 

mewujudkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini menjadikan BP Geopark Merangin sebagai aktor kunci dalam 

mewujudkan visi Geopark Merangin sebagai destinasi berkelanjutan yang diakui 

secara nasional maupun internasional. 

Sebagai lembaga koordinatif yang memiliki peran strategis dalam pengembangan 

kawasan Geopark Merangin, Badan Pengelola (BP) Geopark aktif menjalankan dan 

menginisiasi berbagai program kolaboratif yang bertujuan memperkuat integrasi 

antara pelestarian lingkungan, pendidikan, serta promosi budaya dan pariwisata. 

Salah satu program unggulan yang digagas adalah Kampung Pro Iklim dan Geopark 

Goes to School. Program ini dirancang sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan 

kesadaran pelajar dan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan 

mitigasi perubahan iklim. Melalui pendekatan partisipatif, BP Geopark mendorong 

generasi muda agar lebih peduli terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan 

warisan geologi yang dimiliki kawasan Merangin. 

Selain fokus pada pendidikan lingkungan, BP Geopark juga memainkan peran 

penting dalam mempromosikan potensi pariwisata dan kekayaan budaya lokal. 
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Partisipasi aktif dalam berbagai forum Geopark di tingkat nasional maupun 

internasional menjadi sarana strategis dalam memperkenalkan Geopark Merangin 

sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang kaya akan nilai ilmiah, budaya, dan 

estetika. Tidak hanya itu, BP Geopark turut serta mendukung pelestarian tradisi dan 

kearifan lokal melalui kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan budaya, seperti acara 

Silek Penyudon dan Bantai Adat, yang memiliki nilai simbolik dan historis penting 

bagi masyarakat setempat. Peran aktif BP Geopark ini mencerminkan komitmen 

dalam memperkuat dimensi keberlanjutan kawasan, baik dari aspek ekologis, 

sosial, maupun budaya secara terpadu. 



 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pendekatan Collaborative Governance Ansell dan Gash 

(2008), penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan 

dan perlindungan Geopark Merangin telah menunjukkan sebuah tata kelola 

kolaborasi yang berhasil, meskipun belum sepenuhnya ideal. Dimensi kondisi 

awal memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dan keterbatasan 

kapasitas di pihak non-pemerintah, yang justru mendorong kebutuhan akan 

kolaborasi. Peran kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh BP Geopark 

cukup efektif dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antar aktor. 

Proses  kolaboratif yang ditunjukkan melalui forum diskusi, pelatihan, dan 

inisiatif lintas sektor telah menciptakan ruang partisipasi yang inklusif, 

meskipun belum seluruhnya merata secara spasial dan kelembagaan. 

Tatangan utama yang dihadapi ada pada dimensi desain kelembagaan, 

walaupun kelembagaan resmi berupa Badan Pengelola Geopark Merangin 

(BP Geopark) telah ada. Kelembagaan ini belum sepenuhnya ideal karena 

masih lemah dalam hal struktur pendanaan, maupun kepengurusan, serta 

belum adanya regulasi formal yang memadai untuk mendukung perlindungan 

kawasan. Ketiadaan aturan yang kuat ini menjadi kendala dalam merespons 

permasalahan serius seperti maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa 

Izin (PETI), yang berpotensi merusak situs geologi bernilai tinggi dan 

mencederai semangat konservasi. Untuk itu perlu adanya regulasi dan sanksi 

yang jelas, terutama untuk mendukung upaya konservasi di kawasan Geopark 

Merangin.  

Hasil analisis berdasarkan teori Pembangunan Berkelanjutan dari Kates et al. 

(2005) menunjukkan bahwa penerapan kolaborasi dalam pengembangan 
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wisata telah memberikan kontribusi baik terhadap keberlanjutan kawasan 

Geopark Merangin. Pada dimensi alam (nature), kolaborasi mendorong 

upaya konservasi dan pengawasan, walaupun belum mampu mengatasi 

persoalan mendasar seperti PETI dan kerusakan lingkungan di beberapa titik 

wisata. Pada dimensi penunjang kehidupan (life support), kolaborasi 

mendukung penguatan kapasitas lokal, pengelolaan energi baru terbarukan, 

serta pembangunan ekonomi berbasis wisata. Sedangkan pada dimensi 

masyarakat (community), program-program pemberdayaan, edukasi, dan 

penguatan UMKM telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial 

dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

meskipun terdapat kekurangan struktural, pendekatan kolaboratif yang 

dijalankan telah membawa dampak positif terhadap dimensi keberlanjutan 

kawasan, dan dapat menjadi dasar penguatan tata kelola geopark di masa 

mendatang. 

6.2. Saran 

Berdasarkan temuan-temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan: 

1. Saran Akademis  

a. Analisis Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Geopark 

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan aturan formal telah 

mendukung pengelolaan geopark, namun belum sepenuhnya mampu 

mengatasi permasalahan lingkungan seperti PETI dan degradasi 

lingkungan. Studi akademis lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran 

hukum adat, seperti konsep Lubuk Larangan, dalam pengelolaan 

geopark yang berbasis kearifan lokal. 

b. Studi tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan 

Geopark. 
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Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi strategi untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

terkait geopark. Kajian ini dapat mencakup faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi, termasuk aspek budaya, ekonomi, dan 

politik lokal. 

c. Studi Kelembagaan BP Geopark Merangin 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BP Geopark Merangin masih 

didominasi oleh PNS dan pegawai paruh waktu, yang berpotensi 

menghambat fleksibilitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan 

kajian akademis mengenai restrukturisasi kelembagaan yang lebih 

ideal, dengan melibatkan akademisi, komunitas lokal, dan praktisi 

ekowisata secara lebih proporsional. 

2. Saran Praktis 

a. Penguatan Kapasitas Aktor Lokal dan Dukungan Keuangan 

Berkelanjutan 

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk 

pengembangan kapasitas Pokdarwis, pelaku UMKM, dan komunitas 

adat dalam hal pemasaran digital, pengelolaan destinasi, serta 

pelestarian budaya. Selain itu, model pembiayaan kolaboratif 

dengan mitra swasta dan lembaga donor perlu dirancang agar tidak 

bergantung pada dana hibah semata. 

b. Restrukturisasi Kelembagaan Badan Pengelola Geopark 

Perlu adanya evaluasi ulang terhadap struktur kelembagaan Geopark 

Merangin agar lebih profesional dan independen. Pengurangan 

dominasi ASN  dalam manajemen geopark dapat diganti dengan 

sistem pengelolaan profesional berbasis meritokrasi yang menjamin 

akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan program kolaboratif. 
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c. Pengembangan Program Edukasi Lingkungan dan Budaya yang 

Berkelanjutan 

Implementasi program seperti Geopark Goes to School dan 

Kampung Iklim perlu diperluas jangkauannya dengan melibatkan 

lebih banyak desa dan sekolah, serta memperkaya materi edukasi 

berbasis kearifan lokal. Edukasi ini akan berkontribusi dalam 

meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya 

menjaga lingkungan dan warisan budaya. 

d. Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Geopark 

Praktik konservasi berbasis adat, seperti Lubuk Larangan, harus 

diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan geopark. Pengakuan 

formal terhadap praktik ini dapat memberikan dasar hukum yang 

lebih kuat bagi masyarakat dalam melestarikan ekosistem mereka. 
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